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Sinopsis

Penandatanganan Memorandum Of Understandin di Helsinki,
Pemerintah Indonesia telah menyetujui lahirnya Undang-Undang
Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh, salah satu aspek pembangunan yang sangat
penting dan secara politik telah diberi kewenangan kepada
Pemerintah Aceh yaitu tentang penyelenggaraan pendidikan,
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang
pendidikan agama dan Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2008 tentang
penyelenggaraan pendidikan dimana dalam pasal 32 menjelaskan
khusus tentang pendidikan dayah sehingga oleh pemerintah
Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan Qanun Nomor 3 tahun 2012
tentang penyelenggaraan pendidikan dayah. Penelitian ini untuk
mengetahui implementasi kebijakan Qanun Nomor 3 Tahun 2012
tentang penyelenggaraan pendidikan dayah serta pelaksanaan
legalisasi ijazah dayah dan untuk mengetahui apa saja hambatan-
hambatan yang dihadapi dayah dalam melegalisasikan ijazah dayah
pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara. Pendekatan
penelitian ini dilakukan secara kualitatif, teknik analisa data bersifat
deskriptif. Hasil penelitian implementasi kebijakan Qanun nomor 3
tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan dayah serta
pelaksanaan legalisasi ijazah dayah yaitu sebelum pelaksaannya
pemerintah telah melakukan sosialisasi akan tetapi masih belum
maksimal, dalam mengimplementasi qanun tersebut, pemerintah
telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor
451.2/246/2015 tentang penetapan pimpinan dayah tipe A, B dan C,
dan Keputusan Nomor 451.2/436/2015 tentang pembentukan tim
verifikasi, monitoring dan evaluasi dayah dan balai pengajian. Dalam
melegalisasi ijazah, Kemenag Aceh Utara telah memiliki legal
standing sebagai dasar aturan yaitu Nomor DJ.I/PP.00.7/940/2008
perihal tentang penyetaraan lulusan pondok pasantren dan
pendidikan diniyah. Pada sisi lain pemerintah masih lemah dalam
mengimplementasi Qanun nomor 3 tahun 2012 karena tentang hak
dan kewajiban santri, pendanaan dayah, kurikulum, sarana dan
prasarana dayah, masih kurang dan minim. Adapun hambatan-
hambatan yang dihadapi dayah dalam melegalisasikan ijazah antara
lain masih lemahnya sumberdaya manusia dan manajemen dayah
sehingga untuk memenuhi standar yang diinginkan pemerintah
sesuai ganun nomor 3 tahun 2012 dan surat edaran Kanwil Provinsi
Aceh Nomor: Kw.01.5/PP.00.7/624/2013 tentang legalisasi ijazah
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pondok  pasantren tidak  sanggup  dipenuhi. = Pengaruh
konflik/keamana dan politik di Aceh menjadikan dayah sulit
berkembang, selain itu adanya dualisme birokrasi penyelenggaraan
dayah.
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BAB I.
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah merupakan suatu kesatuan yang memiliki fungsi
dan tujuan dalam menjalankan peran sebagai organisasi publik non
profit yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat
berupa pembangunan manusia yang seutuhnya di berbagai aspek
termasuk dalam bidang pendidikan, baik formal maupun informal
mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi.
Kebijakan yang dilaksanakan didasarkan atas fungsi, peran,
kewajiban dan tujuan pemerintah dalam rangka melayani kebutuhan
masyarakat (Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 2, Hal. 360-
366)

Untuk menciptakan kepemerintahan yang baik (good
governance) dibutuhkan komitmen dari semua pihak baik dari
pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah yang baik memerlukan
adanya koordinasi yang baik, integritas, profesionalisme serta etos
kerja dan moral yang tinggi. Atas dasar penandatanganan MoU
(Memorandum Of Understanding) di Helsinki, Pemerintah Indonesia
telah menyetujui lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh
(UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Salah
satu aspek pembangunan yang sangat penting dan secara politik
telah diberi kewenangan kepada Pemerintah Aceh tentang
penyelenggaraan pendidikan, namun tetap tidak terpisahkan dengan
sistem pendidikan nasional, sebagaimana dalam Pasal 215 ayat (1)
UUPA Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,
Pendidikan yang diselenggarakan di Aceh merupakan satu kesatuan
dengan sistem pendidikan Nasional, yang disesuaikan dengan
karakteristik, potensi dan kebutuhan masyarakat setempat (www.
google.co.id/ ?gws_rd= cr,ssl&ei= 4r1kV4GgLsiCvQSc_ojYCA#q
=legalitas + ijzah + dayah + d+aceh+utara).

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa ”setiap warga
negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan
yang bermutu”. Kemudian dengan diberlakukannya Undang-undang
Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan



Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah

Keagamaan, maka menjadi tuntutan bagi lembaga pendidikan
Madrasah Diniyah dan Pesantren untuk segera melakukan regulasi
dan upgrade (perubahan) sistem pendidikannya agar secara formal
ke depan lembaga pesantren memiliki standar dan kesetaraan yang
sesuai dengan pendidikan umum lainnya
(www.idlo.int/English/External /IPacehnews.asp).

Selain itu pemerintah khususnya Pemerintahan Aceh dengan
segenap perangkatnya juga harus memberikan dukungan
semaksimal mungkin terhadap peningkatan mutu pesantren sejalan
dengan program pemerintah menjalankan Syariat Islam secara
menyeluruh dari berbagai aspek kehidupan akan berjalan
sebagaimana yang kita harapkan. Dalam hal ini Pesantren
merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia, masyarakat
Aceh menyebutnya Dayah. Sebelum Indonesia merdeka lembaga
pendidikan ini telah lahir dan eksis di tengah masyarakat, bahkan
menjadi satu-satunya lembaga pendidikan yang ada saat itu (Ulama
dayah: pengawal agama masyarakat Aceh : 2003).

Pada setiap desa di Aceh terdapat satu meunasah (surau) yang
disana diadakan pendidikan dasar bagi anak laki-laki, dan gurunya
adalah teungku imum meunasah bersangkutan beserta dibantu oleh
beberapa orang lainnya. Dirumah teungku imum pun diadakan
pendidikan bagi anak-anak perempuan dan yang menjadi gurunya
adalah istri dari teungku imum. Disamping mengajarkan Alqur’an,
sebagian teungku imum juga mengajarkan kitap-kitap jawo (kitab
berbahasa melayu dengan aksara arab). Untuk tingkat pemula
diajarkan seperti kitab masa’ilal muhtadin (memakai sistem tanya
jawab, yang dimulai dari masalah tauhid, hukum yang terikat
masalah ibadah seperti shalat dan puasa). Selanjutnya diajarkan pula
kibat-kibat yang lebih tinggi yang lebih tinggi, seperti kitab Bidayabh,
Miftahul Jannah, Sirath Sabilal Muhtadin, Kibat Delapan, dan Majmu
(Sabri A, 2000:78).

Bagi yang sudah bisa membaca kitab-kitab tersebut biasanya
akan disebut malem jawoe. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi
adalah dayah, biasayanya terdapat di dekat mesjid. Tetapi ada juga
yang berada didekat rumah teungku yang mempunyai dayah sendiri.
Pelajarannya tentu telah meningkat pula, misalnya sudah mulai
mempelajari sharaf, yakni pelajaran tentang pembahasan kata dari
suatu kata menjadi beberapa kata menjadi beberapa kata sesuai
kaidah-kaidah yang sudah disusun rapi dan menghafalnya sekaligus
(Sabri A, 2000:83).
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Pendahuluan

Pelajaran sharaf umumnya berguna untuk mengetahui asala
kata supaya dapat menyempurnakan kamus, seiring perjalanan
waktu posisi dayah semakin hari semakin terpinggirkan, sehingga
menimbulkan kekhawatiran tersendiri di tengah masyarakat, oleh
karna pemerintah akan mengfungsikan kembali dayah, bukan hanya
memberika ilmu tapi juga dapat memberika ijazah (Sabri A,
2000:84).

[jazah merupakan surat atau dokumen yang menyatakan
seseorang telah menyelesaikan proses belajarnya melalui jenjang
pendidikan yang telah ditempuhnya, baik melalui pendidikan formal
maupun in formal. Di tengah keinginan berbagai pihak untuk
melakukan legalisasi pendidikan dayah agar setara dengan
pendidikan lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Qanun Aceh Nomor 5
tahun 2008 tentang penyelenggaraan pendidikan dimana dalam
pasal 32 menjelaskan khusus tentang pendidikan dayah sehingga
oleh Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan Qanun Nomor 3 tahun
2012 tentang penyelenggaraan pendidikan dayah. Di samping itu
perlu adanya legalitas formal dan pengakuan terutama dari
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
terhadap keberadaan dayah, penetapan Standar Pelayanan Minimal
(SPM), tenaga pendidik (teungku dayah) yang kompetensi sebagai
pengajar dan yang lebih penting pengakuan terhadap ijazah lulusan
dayah. Untuk itu perlu kajian yang lebih mendalam lagi dan tertuang
dalam Qanun Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (Jurnal Ilmiah
Islam Futura:2015).

Hasil Observasi awal, fenomena yang terjadi dikalangan
masyarakat bahwa selama ini banyak kalangan masyarakat
menggunakan ijazah yang dikeluarkan oleh pesantren atau dayah,
namun sangat disayangkan ijazah tersebut tidak memiliki legalisasi
dari pemerintah, khususnya dibawah pengawasan Kementerian
Agama sehingga ijazah tersebut tidak dapat digunakan layaknya
jjazah yang dikeluarkan pendidikan formal lainnya. Mengingat
fenomena tersebut banyak terjadi di masyarakat, hal ini perlu segera
perhatian pemerintah dalam menertibkan pesantren/dayah untuk
melegalisasikan ijazah yang dikeluarkannya.

Kasus yang terjadi pada Bupati Bireun, massa yang menamakan
diri “Gerakan Bireun Masuk Akal” yang terdiri dari perwakilan
Universitas Almuslim, IAI Al-Muslim, Akbid Munawarah, Koalisi NGO
HAM, KP3A, Serak, Gasak, LBH Pase Lhokseumawe, dan HMI Cabang
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Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah

Bireuen, mendatangi Mapolres Bireun, mereka meminta untuk dapat
mengusut dugaan ijazah palsu, setelah itu massa mendatangi Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireun agar dapat membentuk
pansus terkait dugaan ijazah palsu yang dimiliki oleh Bupati, dimana
ijazah tersebut dikeluarkan oleh salah satu dayah di Aceh, (Sumber:
Serambi Indonesia, 6/10/2015). Dalam hal ini Kepala Kantor
Wilayah Aceh, Drs HM Daud Pakeh, kepada wartawan di Banda Aceh,
Kamis (8/10) dengan jiwa besar mengaku instansinya kecolongan,
karena pada saat melegalisir Ijazah Ruslan tanpa terlebih dahulu
mengecek keaslian ijazah tersebut.

Kabupaten Aceh Utara saat ini memiliki dayah sebanyak 196
unit pondok pesantren salafiyah/dayah sedangkan yang
mengeluarkan ijazah sebanyak 28 unit pondok pesantren
salafiyah/dayah yang tersebar di sejumlah kecamatan dalam
Kabupaten Aceh Utara (Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara,
2015)

Selama ini prosedur ijazah yang dikeluarkan oleh dayah
tersebut sesuai dengan tingkatan dan lamanya menempuh
pendidikan yang dilalui oleh seorang santriwan dan santriwati, untuk
setingkat SMP (Tsanawiyah) apabila telah menduduki Kelas III dan
menamatkan beberapa Kitab antara lain Bajuri dan Yannah,
sedangkan untuk tingkat SMA (Aliyah) telah menduduki Kelas VII
dan telah menamatkan beberapa Kitab Mahli. Adapun yang menjadi
permasalahan dalam hal ini ada persyaratan bagi santri yang akan
dikeluarkan ijazah wajib mengikuti Ujian Nasional (UN) seperti siswa
yang belajar di sekolah pada umumnya, tetapi ijazah yang diberikan
tetap atas nama dari pesantren tersebut (Kementerian Agama
Kabupaten Aceh Utara, 2015).

Dari permasalahan tersebut di atas maka penulis ingin
mengkaji permasalahan ini dalam sebuah penulisan tesis yang
berjudul “Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 3 Tahun 2012
Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah Serta Pelaksanaan
Legalisasi Ijazah Dayah (Studi Penelitian Pada Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Aceh Utara)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, adapun yang
menjadi Rumusan Masalah dalam penulisan ini adalah sebagai
berikut :
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Pendahuluan

1. Bagaimana Implementasi kebijakan Qanun Nomor 3 Tahun
2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah  Serta
Pelaksanaan Legalisasi ijazah dayah pada Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Aceh Utara?

2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dayah dalam
melegalisasikan ijazah dayah pada Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Aceh Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini
adalah untuk mendapatkan pandangan yang kongkrit mengenai hal-
hal sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Implementasi kebijakan Qanun Nomor 3
Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah Serta
Pelaksanaan Legalisasi ijazah dayah Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Aceh Utara

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dayah
dalam melegalisasikan ijazah dayah pada Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Aceh Utara

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat diharapkan mempunyai manfaat
yang secara umum antara lain sebagai berikut :

a. Secara Akademis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
referensi dan menambah khasanah pengetahuan umumnya
dibidang ilmu pendidikan dan ilmu admistrasi publik,
khususnya mengenai kajian tentang Implementasi
kebijakan Qanun Nomor 3 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Dayah Serta Pelaksanaan
Legalisasi ijazah dayah pada Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Aceh Utara

2. Sebagai bahan bacaan dan literatur bagi para pembaca yang
ingin meneliti tentang permasalahan yang sama

b. Secara Praktis
1. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan
masukan bagi pemerintah daerah khususnya Kabupaten
Aceh Utara dalam Implementasi kebijakan Qanun Nomor 3
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Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah
Serta Pelaksanaan Legalisasi ijazah dayah pada Kantor
Kementerian Agama

Menambah wawasan bagi penulis dalam melihat atau
mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan
pemerintah dalam melegalisasikan ijazah dayah pada
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara
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BAB II.
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Implementasi

Menurut Mazinanian dan Sabatier dalam Wahab (2001:68)
mengatakan bahwa implementasi adalah proses evolusi dalam
mentransformasikan suatu perencanaan dasar dalam pratik. Secara
awam sering beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan
pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislatif atau para
pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh.

Pada dasarnya implementasi memiliki arti menerabkan atau
melaksanakan sesuatu, Andrew dunsire dalam Wahab (2001:69)
menyatakan bahwa implementasi sebagai rangkuman dari berbagai
kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan
sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi, yang menurut
Gringle dalam Wahab (2001:61), implementasi sering dilihat sebagai
suatu proses yang penuh dengan muatan politik dimana mereka yang
berkepentingan sedapat mungkin mempengaruhinya dengan kata
lain memiliki kemampuan aparatur dalam melaksanakan kebijakan.

Mazinanian dan Sabatier dalam Wahab (2001:67) bahwa
implementasi kebijakan pada hakikatnya upaya pemahaman apa
yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan.
Implementtasi kebijakan tidak hanyan melibatkan instansi yang
bertanggung jawab untuk pelaksanaan tersebut, namun juga
meyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial.

Menurut Winarno (2012:45) bahwa dalam tataran prakti,
implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses
tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni :

1. Tahapan pengesahan peraturan
Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana
Kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan
Dakpak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak
Dampak keputusan sebagaimananya yang diharapkan instansi
pelaksanaan
6. Upaya perbaikan atau kebijakan atau peraturan perundangan

v N

Konsep tiori atas menunjukkan bahwa implementasi sering
dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik
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dimana mereka yang Dberkepentingan sedapat mungkin
mempengaruhiny dengan kata lain memiliki kemampuan aparatur
dalam melaksanakan kebijakan. Disisi lain implementasi pada
hakikatnya bermakna upaya pemahaman apa yang seharusnya
terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Winarno (2012:46)

Menurut Nugroho (2003:158) bahwa dalam tataran politik,
maka implementasi berarti proses pelaksanaan keputusan dasar.
Proses tersebut terdiri dari tahapan pengesahan peratura,
pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, kesediaan kelompok
sasaran untuk menjalankan keputusan, dampak nyata keputusan
baik yang dikehendaki atau tidak, dampak keputusan sebagaimana
yang di harapkan instansi pelaksanaan dan upaya perbaikan atas
kebijakan atau peraturan perundangan

Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan cara agar
suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Menurut Nugroho
(2003:159) dalam rangka mengimplementasikan kebijakan ada dua
pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk
program-program atau melalui formulasi kebijakan atau turunan
dari kebijakan publik tersebut.

Adapun kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau
peraturan daerah merupakan jenis kebijakan publik yang
memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering disebut dengan
peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung
operasional antara lain keputusan presiden, instruksi presiden,
keputusan menteri, keputusan gubernur dan keputusan bupati/wali
kota dan kepala dinas.

Implementasi kebijakan dalam konteks berada dalam kerangka
organizing, leading dan kontroling. Ketika kebijakan sudah dibuat
atau ditetapkan maka tugas selanjutnya mengorganisasikan,
melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan
melakukan pengedalian pelaksanaan tersebut.

Menurut Nugroho (2003:163) bahwa Kkegiatan dalam
implementasi dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Implementasi stratigi (pra implementasi):
a. Menyesuaikan strktur dengan strategi
b. Melembagakan strategi
c. Mengoperasionalkan strategi
d. Menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi
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2. Pengorganisasian (organizing):

Desain organisasi dan struktur organisasi
Pembagian pekerjaan dan desain perkerjaan
Integrasi dan koordinasi

Perekrutan dan sumberdaya manusia

Hak, Wewenang dan kewajiban

Pendegelasian (sentralisasi dan desentralisasi)
Pengebangan kapasitas organisasi dan SDM
Budaya organisasi

S0 e a0 o

3. Penggerakan dan kepemimpinan :
Efektivitas kepemimpinan
Motifasi

Etika

Mutu

Kerja sama tim

Komunikasi organisasi
Negoisasi

@™ e AN o

4. Pengendalian:
a. Desain pengendalian
b. Sistem informasi manajemen
c. Pengendalian anggaran/keuangan
d. Audit

Nugroho, (2003:34) menjelaskan bahwa langkah-langkah
tersebut di atas telihat tahapan dan rincian perkerjaan dalam
implementasi kebijakan, namun demikian untuk menyenderhanakan
ada beberapa langkah yang perlu ditempuh dalam implementasi
kebijakan antara lain:

1. Buat prosedur implementasi

2. Alokasikan sumber daya

3. Sesuaikan prosedur implementasi dengan sumber daya yang
digunakan

4. Kendalikan pelaksanaan

5. Evaluasi implementasi

Dengan  demikian kepemimpinan untuk memimpin
pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut.
Bahwa kegiatan implementasi kebijakan dapat ditempuh langkah-
langkah seperti implementasi strategi (pra implementasi),
pengorganisasian (organizing), penggerakan, kepemimpinan dan
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pengendalian. Langkah-langkah tersebut di atas dapat terlihat
tahapan dan rincian perkerjaan dalam implementasi kebijakan yang
perlu di tempuh dalam implentasi kebijakan antara lain, membuat
prosedur implementasi, dialokasikan sumber daya, sesuai prosedur
implementasi dengan sumber daya yang digunakan, kendalikan
pelaksanaan dan evaluasi implementasi.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka implementasi
kebijakan dalam konteks manajemen berada dalam rangka
pelaksanaan (organizing). Hal ini bermakna bahwa setelah kebijakan
sudah ditetapkan mak tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan.
Implementasi pada dasarnya melakukan atau operasionalisasi dari
berbagai aktivitas guna mencapai suatu tujuan. Pada sisi lain
implementasi sebagai rangkuman dar berbagai kegiatan yang
didalamnya sumber daya manusia yang menggunakan sumber daya
lain untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

2.2. Implementasi Kebijakan

Pengalaman dan kenyataan menunjukkan bahwa betapapun
baiknya rencana yang telah dibuat tetapi tidak ada gunanya apabila
tidak diimplementasikan atau dilaksanakan dengan baik dan benar
serta membutuhkan pelaksanaan yang benar-benar jujur serta
mematuhi aturan hukum yang berlaku. Pada sisi lain implementasi
ini sering dipakai sebagai ajang melayani kepentingan kelompok,
pribadi dan bahkan kepentingan partai. Implementasi pada dasarnya
operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu tujuan.

Nugroho, (2003:11) implementasi kebijakan pada prinsipnya
adalah cara agar sebuah kebijakan publik maka ada dua pilihan
langkah yang ada, yaitu langsung mengiplementasikan bentuk
program. Program atau melalui formulasi kebijakan directive atau
tuntunan dari kebijakan publik tersebut.

Nugroho, (2003:23) diperlukan berbagai persyaratan agar
implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik:

1. Jaminan bahwa kondisi ekternal dan internal yang dihadapi
oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan
masalah yang baru.

2. Untuk melaksanakannya harus tersedia sumber daya yang
memadai, termasuk sumber daya waktu.

3. Panduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada.
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4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan
kausalitas yang terjadi.

5. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
kebijakan

2.3. Pengertian Kebijakan

Kebijakan diartikan sebagai “rangkaian konsep dan asas yang
menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu
pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang
pemerintahan, organisasi dan sebagainya) pernyataan cita-cita,
tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha
mencapai sasaran”.

Federick sebagaimana dikutip oleh Muhadjir, (2001:72)
mendefinisikan “kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan
yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu
lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan
(kesulitan-kesulitan) dan  kesempatan-kesempatan terhadap
pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai
tujuan tertentu”. Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide kebijakan
melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan
bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun
kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan
daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu
masalah.

Wahab, (2008:40) memberikan beberapa pedoman sebagai
berikut :

a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan

b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari
administrasi

c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan

d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya
tindakan

e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai

f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik
eksplisit maupun implisit

g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung
sepanjang waktu

h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar
organisasi dan yang bersifat intra organisasi
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i. Kebijakan publik meski tidak ekslusif menyangkut peran kunci
lembaga-lembaga pemerintah
j-  Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Winarno, (2007:15), menjelaskan bahwa “istilah
kebijakan (policy term) mungkin digunakan secara luas seperti pada
kebijakan luar negeri Indonesia, kebijakan ekonomi Jepang dan
mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus,
seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang
debirokartisasi dan deregulasi”. Namun istilah kebijakan ini
penggunaanya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti
tujuan (goals) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-
ketentuan, standar, proposal dan grand design.

Nugroho, (2003:42) menjelaskan bahwa “kebijakan harus
dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan
kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya
kebijaksanaan”. Pengertian kebijaksanaan memerlukan
pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup
aturan-aturan yang ada di dalamnya. Dengan demikian kebijakan
adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang
diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok
pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut
Winarno (2007:18) bahwa “kebijakan dianggap lebih tepat karena
memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan
bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep
ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dengan
keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan diantara
berbagai alternatif yang ada”.

Richard sebagaimana dikutip Winarno, (2007:17) juga
menyarankan bahwa :

“Kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan
yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-
konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai
keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut
setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah
kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada
dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan
dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan
sesuatu”.
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Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka
dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau
kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang,
suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur
keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang
ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

2.3.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan

Menurut Suryaningrat (2002:52) proses pembuatan kebijakan
merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah
yang dibayangkan”. Walaupun demikian, para adsministrator sebuah
organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab
dan kemauan serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat
membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (intended risks)
maupun yang tidak diharapkan (unintended risks). Pembuatan
kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal pemting yang turut
diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam
pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum.

Tangkilisan, (2003:88), mengemukakan bahwa faktor-faktor
yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah :

a. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar. Tidak jarang
pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau
membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.

b. Adanya pengaruh kebiasaan lama (sunk cost), seperti kebiasaan
investasi modal yang hingga saat ini belum professional dan
terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti kebiasaan
itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan
yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai
suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut
sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih
kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang
memuaskan.

c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi. Berbagai
keputusan/kabijakan yang dibuat oleh para pembuat
keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat
pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan
besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.

d. Adanya pengaruh dari kelompok luar. Lingkungan sosial dari
para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar.
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€.

Adanya pengaruh keadaan masa lalu. Maksud dari faktor ini
adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah
pekerjaan yang te rdahulu berpengaruh pada pembuatan
kebijakan/keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan
pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain
karena khawatir disalahgunakan.

Menurut Nugroho, (2003:85), dalam kebijakan terdapat

beberapa faktor yang mempengaruhi berhasilnya suatu kebijakan
publik, yaitu :
1. Struktur, bagaimana hubungan antara pemeran kebijakan

dengan mereka yang terlibat/ terkena pengaruh Kkebijakan
tersebut.

Daya tanggap, bagaimana tanggapan para pemeran kebijakan
terhadap mereka yang terlibat/ terkena dampak kebijakan.
Bagaimana nilai/tradisi yang ada dalam menanggapi hal seperti
ini.

Kepemimpinan, berapa besar kekuasaan dan keagresipaan
seorang pemimpin.

Dalam implementasi kebijakan, Winarno, (2007:101),

menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor eksternal yang
biasanya mempersulit pelaksanaan suatu kebijakan, antara lain :

a.

14

Kondisi Fisik

Terjadinya perubahan musim atau bencana alam. Dalam
banyak hal kegagalan pelaksanaan kebijakan sebagai akibat
dari faktor-faktor alam ini sering dianggap bukan sebagai
kegagalan dan akhirnya diabaikan, sekalipun dalam hal-hal
tertentu sebenarnya bisa diantisipasi untuk mencegah dan
mengurangi resiko yang terjadi.

Faktor Politik

Terjadinya perubahan politik yang mengakibatkan pertukaran
pemerintahan dapat mengubah orientasi atau pendekatan
dalam pelaksanaan bahkan dapat menimbulkan perubahan
pada seluruh kebijakan yang telah dibuat. Perubahan
pemerintahan dari kepala pemerintahan kepada Kkepala
pemerintahan lain dapat menimbulkan perbedaan orientasi
sentralisasi ke desentralisasi sistem pemerintahan, perubahan
dari orientasi yang memprioritaskan strategi industrialisasi ke
orientasi  agri-bisnis, perubahan dari orientasi yang
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memprioritaskan pasar terbuka ke strategi dependensi dan
sebagainya.

c. Tindakan (Attitude)
Tindakan (Attitude) dari sekelompok orang yang cenderung
tidak sabar menunggu berlangsungnya proses kebijakan
dengan sewajarnya dan memaksa melakukan perubahan.
Akibatnya, terjadi perubahan kebijakan sebelum kebijakan itu
dilaksanakan. Perubahan atas sesuatu peraturan perundang-
undangan boleh saja terjadi, namun kesadaran untuk melihat
berbagai kelemahan pada waktu baru mulai diberlakukan tidak
boleh dipandang sebagai tindakan (attitude) positif dalam
budaya bernegara.

d. Terjadi penundaan karena kelambatan atau kekurangan faktor
inputs.
Keadaan ini terjadi karena faktor-faktor pendukung yang
diharapkan tidak tersedia pada waktu yang dibutuhkan, atau
mungkin karena salah satu faktor dalam kombinasi faktor-
faktor yang diharapkan tidak cukup.

e. Kelemahan salah satu langkah dalam rangkaian beberapa
langkah pelaksanaan.
Jika pelaksanaan memerlukan beberapa langkah yang berikut :
A > B> C> D, kesalahan dapat terjadi diantara A dengan B atau
diantara B dengan C dan atau antara C dengan D.

Kelemahan pada kebijakan itu sendiri, kelemahan ini dapat
terjadi karena teori yang melatarbelakangi kebijakan atau asumsi
yang dipakai dalam perumusan kebijakan tidak tepat. Kebijakan yang
baik mempunyai tujuan yang rasional dan diinginkan, asumsi yang
realistis dan informasi yang relevan dan lengkap, akan tetapi tanpa
pelaksanaan yang baik, sebuah rumusan kebijakan yang baik
sekalipun hanya akan merupakan sekedar suatu dokumen yang tidak
mempunyai banyak arti dalam kehidupan bermasyarakat.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah merupakan suatu
prosedur untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi, sekaligus
kesepakatan, para pemegang kedaulatan tentang hal-hal dan cara-
cara yang perlu dilakukan untuk menjamin kemaslahatan kehidupan
masyarakat banyak. Jadi, kebijakan merupakan sebuah bentuk
tanggung jawab pemerintah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan kepada masyarakat.
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Berdasarkan uraian di atas dalam implementasi kebijakan
merupakan pelaksanaan dari pengendalian aksi kebijakan dengan
kurun waktu tertentu. Winarno, (2007:101), juga menjelaskan
“implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum
dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja
bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak
atau tujuan yang diinginkan” .

Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan
merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami
sebagai proses keluaran (output) maupun hasil, yang melibatkan
aktor, organisasi prosedur dan teknik untuk mencapai tujuan yang
diinginkan. Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif
pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan
oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di
tingkat bawah.

Selain itu faktor penghambat dalam implementasi kebijakan
menurut Tangkilisan (2003:54) ada empat faktor yang berpengaruh
tehadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan
yaitu faktor sumber daya, birokrasi, dan komunikasi.

1. Faktor Sumber Daya (resources)

Menurut Tangkilisan (2003:57), sumber daya mungkin hal
penting dalam implementasi yang baik, karena bagaimanapun jelas
dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu
kebijakan, jika para pesonil yang bertanggung jawab
menimplementasikan kebijakan kurang mepunyai sumber-sumber
untuk melakukan perkerjaan secara efektif, maka implementasi
kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif, indicator-indikator yang
digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengahi
implementasi kebijakan terdiri dari :

a. Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah
staf atau pegawai (street-level bureaucrats). Kegagalan yang
sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya
disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai :
mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya.

b. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua
bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan
cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data
kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan
regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
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c. Wewenang. Pada umumnya kewenagan harus bersifat formal
agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif, kewenagan
merupakan otoritas atau legistiminasi bagi para pelaksana
dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik,
ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor
di mata publik tidak digitiminasi, sehingga dapat menggagalkan
implementasi kebijakan publik.

d. Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam
implementasi kebijakan, implementor mungkin mempunyai
staf yang mencukupi, kapabel dan kompoten. Tetapi tanpa
adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka
implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

2. Struktur BiroKkrasi

Strktur birokrasi merupakan salah satu intitusi yang paling
sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan.
Tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, intitusi
pendidikan dan sebagainya. Bentuk dalam kasus-kasus tertentu
birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu Kkebijakan
tertentu. Menurut Tangkilisan (2003:61), tedapat dua karakteristik
utama dari birokrasi yakni: standard operasional procedure (SOP)
dan fragmentasi.

Standard  operasional procedure (SOP)  merupakan
perkembangan dari tututan internal akan kepastian waktu, sumber
daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang
kompleks dan luas ukuran dasar sop atau prosedur kerja ini biasa
digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum berbagai
untuk menyeragamkan tindakan-tidakan pejabat dalam organisasi
yang kompleks dan tesebar luas. Sehingga dapat menimbulkan
flesibilitas yang besar dan bersamaan yang besar dalam penerapan
peraturan.

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam
pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi. Tangkilisan (2003:63),
menjelaskan bahwa “fragmentasi merupakan penyebaran tanggung
jawab suatu Kkebijakan kepada beberapa badan yang berbeda
sehingga memerlukan koordinasi”. Pada umumnya semakin besar
koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin
berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.
Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari
banyak lembaga birokrasi hal ini akan menimbulkan konsenkuensi
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pokok yang mengikat bagi keberhasilan implementasi kebijakan.
Berikut hambatan-hambatan yang terjadi dalam fragmentasi
berhubungan dengan implementasi kebijakan public.

Menurut Tangkilisan (2003:65):"pertama, tidak ada otoritas
yang kuat dalam implementasi kebijakan karena terpecahnya fungsi-
fungsi tertentu dalam lembaga atau badan yang berbeda-
beda”.”kedua, pandangan yang sempit dari badan yang mungkin juga
akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fungsi
yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusha
mempertahankan esensinya dan besar Kkemungkinan akan
menentang  kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan
perbaikan”.

3. Faktor Komunikasi

menurut Tangkilisan (2003:67): komunikasi merupakan satu
variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik,
komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari
implementasi kebijakan publik”. Implementasi yang efektif akan
terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenaiapa
yang akan merka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil
keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Tedapat
tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan
variabel komunikasi. Tangkilisan (2003:69) mengemukakan tiga
variabel tersebut yaitu:

a. Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat
menghasilkan suatu implementasi komunikasi yang baik pula.
Sering kali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu
adanya salah pengertian (komunikasi) yang disebabkan
banyaknya tingkatan birokrasi yang harus diberi dalam proses
komunikasi, sehingga apayang diharabkan terdirtorsi di tengah
jalan.

b. Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan
(street-  level-bureaucrats) harus jelas dan  tidak
membingungkan atau tidak ambigu/mendua.

c. Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu
komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau
dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah,
maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di
lapangan.
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1. Faktor Disposisi (Sikap) Menurut Tangkilisan (2003:73)
mengemukakan “kecendrungan-kecedrungan atau diposisi
merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi
penting implementasi kebijakan yang yang efektif. Jika para
pelaksana mempunyai kencendrungan sikap positif atau
adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka
terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan dan
terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian

sebalikmya, jika para pelaksana bersikap negative
kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi
kendala.

2.3.2. Bentuk-Bentuk Kebijakan

Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul
diperlukan pengambilan kebijakan yang tepat, sehingga kebijakan
tersebut tidak menimbulkan permasalahan baru. Pengambilan suatu
kebijakan tentunya memerlukan analisis yang cukup jeli, dengan
menggunakan berbagai bentuk atau model serta pendekatan yang
sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan. (Winarno,
2007:59)

Untuk dapat mengambil kebijakan yang sesuai dengan
permasalahan yang ada, dipandang sangat perlu bagi pengambil
kebijakan untuk mengerti serta memahami berbagai bentuk dan
pendekatan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan
suatu kebijakan. Menurut pendapat yang dikemukakan William,
(2000:19), adapun bentuk-bentuk dari kebijaan publik antara lain :

1. Bentuk Kelembagaan

Dalam proses pembuatan kebijakan model ini masih
merupakan bentuk tradisional, dimana fokusnya terletak pada
struktur organisasi pemerintahan. Jadi yang sangat berpengaruh di
dalam bentuk ini hanyalah lembaga-lembaga pemerintah dari tingkat
pusat atau daerah, sedang. Adapun aktor eksternal pada model ini
seperti media massa, kelompok think-thank (LSM, Kelompok
budayawan, kelompok mahasiswa, cendikiawan, tokoh masyarakat,
tokoh agama, dan lain-lain) serta masyarakat hanya berfungsi
memberikan pengaruh dalam batas kewenangannya. Jadi kebijakan
yang telah dibuat akan dijalankan dahulu oleh aktor internal, yaitu
lembaga-lembaga pemerintahan tersebut.
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2. Bentuk Kelompok

Pada bentuk ini pemerintah membuat kebijakan karena adanya
tekanan dari berbagai kelompok. Kebijakan publik merupakan hasil
pertimbangan (equilibrium) dari berbagai tekanan kepada
pemerintah, dari berbagai kelompok kepentngan. Besar kecil tingkat
pengaruh dari suatu kelompok kepentingan ditentukan oleh jumlah
anggotanya, harta kekayaannya, kekuatan dan kebaikan organisasi,
kepemimpinan, hubungannya yang erat dengan pembuat keputusan,
kohesi intern para anggotanya.

3. Bentuk Elit

Bentuk ini menggambarkan pembuatan kebijakan publik dalam
bentuk piramida, dimana masyarakat berada pada tingkat paling
bawah, elit pada ujung piramida dan aktor internal birokrasi
pembuat kebijakan publik (dalam hal ini pemerintah) berada
ditengah-tengah antara masyarakat dan elit. Masyarakat tidak
memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan menciptakan opini
tentang isu kebijakan yang seharusnya menjadi agenda politik di
tingkat atas.

Sementara birokrat/administrator hanya menjadi mediator
bagi jalannya informasi yang mengalir dari atas ke bawabh. Elit politik
selalu ingin mempertahankan status quo, maka kebijakannya
menjadi konservatif. Perubahan kebijakan bersifat trial and error
yang hanya mengubah atau memperbaiki kebijakan sebelumnya.

4. Bentuk Rasional

Bentuk rasional adalah model yang mana di dalam
pengambilan keputusan melalui prosedurnya akan mengajak pada
pilihan alternatif yang paling efisien dari pencapaian tujuan
kebijakan, yang ditekankan pada penerapan rasionalisme dan
positifisme.

5. Bentuk Inkrementalisme
Bentuk Inkrementalisme adalah pembuatan kebijakan yang
melalui proses politisi dimana di dalamnya ada tawar menawar dan
kompromi untuk kepentingan para pembuat keputusan sendiri.
Bentuk Inkrementalisme memilii karakteristik yaitu :
a. Menilai alternatif secara tidak komprehensif tapi memusatkan
perhatian hanya pada kebijakan yang berbeda secara
inkremental.
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b. Hanya  sejumlah  kecil alternatif kebijakan yang
dipertimbangkan.

c. Setiap alternatif kebijakan, hanya sejumlah kecil konsekuensi
akibat - akibat kebijakan yang terbatas saja yang dinilai.

d. Setiap masalah yang menantang pembuat kebijakan secara
terus menerus diredenifisikan.

6. Bentuk Sistem

Pendekatan sistem diperkenalkan oleh David Easton yang
melakukan analogi dengan sistem biologi. Pada dasarnya sistem
biologi merupakan proses interaksi antara organisme dengan
lingkungannya, yang akhirnya menciptakan kelangsungan dan
perubahan hidup yang relatif stabil. Ini kemudian dianalogikan
dengan kehidupan sistem politik. Model ini didasarkan pada konsep-
konsep kekuatan-kekuatan lingkungan, sosial, politik, ekonomi,
kebudayaan, geografis, dan sebagainya yang ada disekitarnya.

Kebijakan publik merupakan hasil (output) dari sistem politik.
Kebijakan model ini juga melihat dari tuntutan-tuntutan, dukungan,
masukan yang selanjutnya diubah menjadi kebijakan punlik yang
otoritatif bagi seluruh anggota masyarakat. Intinya sistem politik
berfungsi mengubah input menjadi output.

Menurut pendapat Anderson, dkk, yang dikutip oleh Nugroho,
(2003:32), mengemukakan beberapa bentuk model studi kebijakan
adalah :

a. Bentuk Pluralis
Bentuk ini berangkat dari dalil bahwa interaksi antara
kelompok-kelompok merupakan titik pusat kenyataan politik.
Kelompok dipandang sebagai jembatan antara individu dan
pemerintah. Politik adalah arena perjuangan kelompok untuk
memenangkan kebijakan publik. Menurut Wahab, (2008:114), tugas
sistem politik adalah untuk mengelola konflik kelompok.
Tindakannya berupa :
— Menentukan aturan permainaan dalam perjuangan kelompok
— Mengatur kompromi-kompromi ke dalam bentuk kebijakan

public
— Mengatur kompromi dan mengembangkan kepentingan-
kepentingan.

— Memperkuat kompromi-kompromi.
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b. Bentuk Elitis

Dalam hal ini kebijakan publik dapat di pandang sebagai
preferensi dan nilai dari elite penguasa.Teori elite menyatakan
bahwa masyarakat bersifat apatis dan kekurangan informasi
mengenai kebijakan publik. Karena itu kelompok elite yang akan
mempertajam pendapat umum. Pejabat administrator hanyalah
pelaksana kebijakan yang telah ditentukan oleh kelompok elite
tersebut.

c. Bentuk Sistem
Bentuk ini menganggap bahwa kebijakan sebagai keluaran dari
suatu sistem (policy as system output). Dalam bentuk model ini
kebijaksanaan publik merupakan respon suatu sistem politik
terhadap kekuatan-kekuatan lingkungan (sosial, politik, ekonomi,
kebudayaan, geografis dan sebagainya) yang ada disekitarnya. Model
ini mencoba menggambarkan bahwa kebijakan publik sebagai suatu
keluaran (output) dari sistem politik. Model sistem dilihat dari proses
pengambilan kebijakan, lebih baik dibandingkan dua model
terdahulu, mengingat dalam model sistem ini pengambilan kebijakan
merupakan respon dari berbagai kekuatan yang ada dalam sistem
politik, yang mana dasar-dasar pengambilan kebijakaan tentunya
akan lebih luas dengan pertimbangan dari berbagai aspek dan

kekuatan yang ada.

d. Bentuk Rasional
Bentuk ini bahwa kebijakan merupakan suatu pencapaian
sasaran secara efisien. Satu kebijakan rasional merupakan satu
rancangan untuk memaksimalkan pencapaian nilai. Model ini
menekankan pada pembuatan keputusan yang rasional dengan
bermodalkan pada komprehensivitas informasi dan keahlian

pembuat keputusan.

e. Bentuk Inkrementalisme

Memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan aktivitas
pemerintah yang lalu dengan modifikasi-modifikasi yang sepotong
demi sepotong (bersifat inkremental). Pembuat keputusan tidak
pernah melakukan evaluasi tahunan, menunjukkan ketidakpastian
pembuatan kebijakan dengan pendekatan rasional komprehensif
sebagai ganti menyajikan pembahasan program pembuatan
keputusan secara lebih konsesuatif sifatnya menonjol dalam
pandangan menguasai program, kebijakan, pengeluaran yang ada.
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f.  Bentuk Institusional

Bentuk ini biasanya menggambarkan tentang struktur
organisasi, tugas-tugas dan fungsi-fungsi pejabat organisasi, serta
mekanisme organisasi, tetapi sayangnya kurang membuat analisa
tentang hubungan antara lembaga-lembagan pemerintahan itu
dengan kebijaksanaan negara. Padahal telah diakui bahwa kaitan dan
pengaruh seperti itu pasti ada.Kalau dilihat secara seksama, lembaga-
lembaga pemerintahan itu adalah sebenarnya merupakan pola-pola
perilaku individu dan kelompok yang terstruktur dapat berpengaruh
terhadap isi kebijaksanaan negara.

Menurut Nugroho, (2003:35), mengemukakan bahwa Pada
dasarnya terdapat tiga belas macam bentuk atau model kebijakan
publik yaitu bentuk kelembagaan (institusional), bentuk proses
(process), bentuk kelompok (group), bentuk elit (elite), bentuk
rasional (rational), bentuk inkremental (Inkrementalisme), bentuk
teori permainan (game theory), bentuk pilihan publik (public choise),
bentuk sistem (system), bentuk pengamat terpadu (mixed scanning),
bentuk demokratis, bentuk strategs dan bentuk deliberatif’.

Maka dapat dsimpulkan bahwa hubungan antara kebijakan
publik dan lembaga-lembaga pemerintah adalah sangat erat.
Dikatakan suatu kebijakan tidak akan menjadi kebijakan publik
sebelum diangkat, dilaksanakan dan diperkuat oleh lembaga
pemerintah. Lembaga-lembaga pemerintah memberikan kebijakan
publik 3 (tiga) karakteristik yang berbeda yaitu : (1) Pemerintah
memberikan legitimasi pada kebijakan. (2) Kebijakan pemerintah
melibatkan aspek universitas.dan (3) Pemerintah memegang
monopoli untuk melaksanakan kehendaknya kepada masyarakat.

2.3.3. Tahap dan Menformulasikan Implementasi

Menurut Dunn dalam Tangklisan (2003:112) bahwa ada lima
tahap dalam membuat formulasi dan mengimplentasikan suatu
strategi yaitu:

1. Pengumpulan dan analisis keterangan strategis. adalah tugas
pada exsekutif organisasi untuk dapat menilai kencendrungan-
kecendrungan yang terjadi pada saat ini dan yang akan datang
baik dari segi ekternalnya (pasar, persaingan, teknologi,
regulasi, dan keadaan ekonomi) mungkin segi intrnalnya (nilai
organisasi, keunggulan dan kemampuan, hasil produk dan
pasar serta kebijakan strategis yang lain)
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Formulasi strategi, tim ini pulalah harus memeriksa beberapa
masa depan dan menyeleksinya serta menciptakan profil atau
visi strategis yang berdasarkan pada kesembilan pertanyaan
tersebut, kekuatan formulasi sangat tergantung pada kekuatan
proses yang dilalui dalam membuat keputusan.

Perencanaan proyek tidak strategis dengan menggunakan
metode management proyek yang canggih dan benar dimana
rencana disusun, dijalankan, diprioritaskan, ditahap-
tahapkan,dijadwalkan,disumberdayakan dimplementasikan
serta dipantau (diawasi), maka proyek-proyek tersebut dapat
dioptimalkan dalam suatu portopolio.

Implementasi strategi, tahap ini adalah tahap pelaksanaan
(implementasi) yang mana kualitas proyek sangat diharuskan.
Untuk itu di butuhkan suatu sistem komunikasi yang handal,
cepat dan akurat yang dimulai dari tingkat rendah (lower
management) hingga ketingkat yang tinggi (top management).
Perencanaan, peninjauan dan pembaharuan strategi ditetapkan
ini dibutuhkan indikator internal (kemajuan di bidang tujuan
dan langkah strategis, kemajuan proyek) maupun indicator
ekternal (validitas asumsi dasar yang menjadi penciptaan visi)
umpan balik (feedback) dari berbagai kegiatan baik untuk
jangka pendek, menengah maupun panjang harus dioptimalkan
secara terus menerus.

Menurut Winarno (2012:67) menyatakan bahwa pemerintah

daerah lembaga yang sah yang membuat perencanaan kebijakan
pulik adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan DPRA dan DPRK.
Langkah yang perlu ditempuh:

24

1. Membuat agenda kebijakan

2. Melakukan indentifikasi kebutuhan

3. Membahas usulan yang kongkrit berdasarkan kebutuhan

4. Membahas usulan yang telah disajikan secara sistematis
dan logis dalam DPRA dan DPRK

Penepatan kebijakan dalam bentuk Perda (Qanun)
Melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Perda
(Qanun) Daerah

o u
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2.4. Kebijakan Pemerintah
2.4.1. Fungsi dan Konsep Kebijakan Pemerintah

Pengertian kebijakan pemerintah pada prinsipnya berfungsi
dan dibuat atas dasar kebijakan yang bersifat luas. Menurut Nugroho,
(2003:97) yang dimaksud dengan kebijakan adalah “usaha mencapai
tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu”.
Sedangkan konsep kebijakan pemerintah mempunyai pengertian
baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematik oleh
pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut
kepentingan umum.

Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan
arti kebijakan. Thomas (dalam Hessel, 2003:42). menyebutkan
bahwa “kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau
tidak melakukan sesuatu (whatever government chooses to do or not
to do). Bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah adanya
tujuan (goal), sasaran (objective) atau kehendak (purpose)”.

Sesuai dengan Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia
kebijakan dapat terbagi 2 (dua) yaitu :

1. Kebijakan internal (manajerial), yaitu kebijakan yang
mempunyai kekuatan mengikat aparatur dalam organisasi
pemerintah sendiri.

2. Kebijakan eksternal (publik), suatu kebijakan yang mengikat
masyarakat umum. Sehingga dengan kebijakan demikian
kebijakan harus tertulis. (Kismartini, dkk, 2005:124)

Pengertian kebijakan sama dengan kebijaksanaan berbagai
bentuk seperti misalnya jika dilakukan oleh Pemerintah Pusat
berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (Kepmen)
dan lain-lain. Sedangkan jika kebijakan pemerintah tersebut dibuat
oleh Pemerintah Daerah akan melahirkan Surat Keputusan (SK),
Peraturan Daerah (Perda) dan lain-lain. Dalam penyusunan
kebijakan mengacu pada hal-hal berikut :

1. Berpedoman pada kebijaksanaan yang lebih tinggi.

2. Konsistensi dengan kebijaksanaan yang lain yang berlaku.

3. Berorientasi ke masa depan.

4. Berpedoman kepada kepentingan umum.

5.]Jelas dan tepat serta transparan.

6. Dirumuskan secara tertulis.
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Sedangkan konsep kebijakan pemerintah mempunyai beberapa
tingkatan antara lain yaitu sebagai berikut :

a. Kebijakan Nasional
Kebijakan nasional yaitu kebijakan Negara yang bersifat
fundamental dan strategis untuk mencapai tujuan nasional/negara
sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dan Garis-
garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kewenangan dalam pembuat
kebijaksanaan adalah MPR dan Presiden bersama-sama dengan DPR.
Bentuk kebijaksanaan nasional yang dituangkan dalam peraturan
perundang-undangan dapat berupa :
1) Undang-undang Dasar (UUD) tahun 1945
2) Ketetapan MPR
3) Undang-Undang
4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
dibuat oleh Presiden dalam hal kepentingan memaksa
setelah mendapat persetujuan DPR.

b. Kebijaksanaan Umum

Kebijaksanaan yang dilakukan oleh Presiden yang bersifat
nasional dan menyeluruh berupa penggarisan ketentuan-ketentuan
yang bersifat garis besar dalam rangka pelaksanaan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan sebagai pelaksanaan Undang-
undang Dasar (UUD) tahun 1945, Ketetapan MPR maupun Undang-
Undang guna mencapai tujuan nasional. Penetapan kebijaksanaan
umum merupakan sepenuhnya kewenangan presiden, sedangkan
bentuk kebijaksanaan umum tersebut adalah tertulis berupa
peraturan  perundang-undangan seperti halnya  Peraturan
Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres) serta Instruksi
Presiden (Inpres).

Sedangkan kebijaksanaan pelaksanaan dari kebijakan umum
tersebut merupakan penjabaran dari kebijakan umum serta strategi
pelaksanaan dalam suatu bidang tugas umum pemerintahan dan
pembangunan dibidang tertentu. Penetapan kebijaksanaan
pelaksanaan terletak pada para pembantu Presiden yaitu para
Menteri atau pejabat lain setingkat dengan Menteri dan Pimpinan
Lembaga Petinggi Negara sesuai dengan kebijaksanaan pada tingkat
atasnya serta perundang-undangan berupa Peraturan, Keputusan
atau Instruksi Pejabat tersebut (Menteri/Pejabat Lembaga Petinggi
Negara).
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c. Strategi Kebijakan

Merupakan salah satu kebijakan pelaksanaan yang secara
hirarki dibuat setingkat Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota berupa
Surat Keputusan yang mengatur tatalaksana kerja dan segala sesuatu
yang berhubungan dengan Sumber Daya Manusia. Pengertian
strategi merupakan serangkaian sasaran organisasi yang kemudian
mempengaruhi penentuan tindakan komprehensif untuk mencapai
sasaran yang telah ditentukan atau alat dengan mana tujuan akan
dicapai.

Studi ilmu politik maupun ilmu Administrasi Negara istilah
kebijakan seringkali diartikan sebagai tujuan, program, keputusan,
undang-undang dan rancangan-rancangan besar. Menurut pendapat
Wahab, (2008:99), kebijakan publik adalah “suatu tindakan
pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan”. Sedangkan
menurut Wursanto, (2002:12), menyatakan bahwa kebijakan publik
yaitu "hubungan satu unit pemerintah dengan lingkungannya,
kebijakan publik sebagai arah tindakan yang mempunyai maksud
(perilaku) ditetapkan oleh seorang pimpinan atau secara bersama
dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan”.

Dalam kenyataannya, kebijakan tersebut telah banyak
membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah
maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik
(William, 2000:98). Dengan kata lain kebijakan publik merupakan
suatu intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh
pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung
dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi
dalam pembangunan secara luas.

Studi tentang kebijakan pemerintah lebih menawarkan pada
tatanan aplikasi dari studi pemerintahan, yaitu konsep terhadap
masalah-masalah publik yang memang butuh alternatif solusi, sejalan
dengan itu yang terpenting dalam pembuatan Kkebijakan publik
adalah perwujudan martabat manusia baik secara teori maupun
fakta. Kebijakan publik itu sendiri tidak boleh bertentangan dengan
nilai-nilai yang berkembang di masyarakat maka kebijakan publik
tersebut akan mendapat tantangan ketika diimplementasikan.
Kebijakan publik yang baik harus mampu mengakomodasikan
berbagai nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan dimensi subyek kebijakan adalah kebijakan
pemerintah karena Kkebijakan dari pemerintahlah yang dapat
dianggap sebagai kebijakan resmi. Dengan demikian pemerintah
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mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk
mematuhinya, sedangkan dalam dimensi obyek, publik dapat
dianggap sebagai pemerintah, masyarakat dan umum karena
memang kebijakan dapat diperuntukkan untuk ketiganya atau salah
satunya. Dalam dimensi lingkungan adalah yang dikenai kebijakan.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah adalah
serangkaian tindakan yang mempunyai aturan tertentu, berorientasi
kepada kepentingan publik dan bertujuan untuk mengatasi masalah
publik. Kebijakan juga memuat semua tindakan pemerintah baik
yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah.
Keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung dari dukungan
faktor- faktor yang mempengaruhi proses kebijakan tersebut.
Kebijakan juga memuat semua tindakan pemerintah baik yang
dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah. Keberhasilan
suatu kebijakan sangat tergantung dari dukungan faktor-faktor yang
mempengaruhi proses kebijakan tersebut.

2.4.2. Teori Konsep Pemerintah

Menurut Suryaningrat, (2002:78) mengemukakan pemerintah
adalah ”suatu organisasi yang terdiri dari alat dan perlengkapan
negera yang diadakan untuk melaksanakan dapat melaksanakan
segala apa yang menjadi tugas dan tujuan dari pada negara”. Yamin,
(2001:167), mengemukakan bahwa pengertian pemerintah adalah
"alat perlengkapan untuk negara, menjalankan fungsi, tugas dan
tanggung jawab peraturan perundang-undangan dalam rangka
meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat, pemerintah
sebagai tugas dan kewajiban sebagai alat-alat perlengkapan negara
dalam mencapai tujuan”.

Dari segi lain pemerintah adalah sebagai suatu kegiatan yang
meliputi 2 (dua) fungsi yaitu fungsi politik dan fungsi organisasi,
sebagai perlengkapan negara guna mencapai tujuan dari pada negara
itu sendiri. Sedangkan alat negara (aparatur) adalah Pegawai Negeri
Siplil (PNS) sebagai abdi negara sebagai pelengkap terutama yang
meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian
yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan
sehari-hari (Manila, 2000:25).

Manullang, (2005:21), mengatakan "dalam sebuah pemerintah
yang mempunyai aparatur adalah seseorang sebagai Pegawai Negeri
Sipil (PNS) ataupun aparat pemerintah yang bekerja untuk
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kepentingan pemerintah dan melayani masyarakat serta merupakan
bahagian dari sistem atau garis birokrasi pemerintah”.

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang
tersebar di pelosok negara dan dalam membina kestabilan politik
serta kesatuan bangsa maka hubungan yang serasi antara
pemerintah pusat dan daerah atas azas keutuhan negara kesatuan
diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan
bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan
pembangunan daerah dilaksanakan bersama-sama dengan
dekonsentrasi.

Maka dapat disimpulkan bahwa di dalam sebuah pemerintahan
mempunyai aparatur (alat) yang merupakan seseorang atau
kelompok orang yang bekerja pada lembaga atau birokrasi
pemerintah baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pekerja
tetap atau honorer maupun sukarela yang terdapat pada pemerintah
pusat sampai tingkat daerah hingga ke pedesaan.

2.5. Konsep Pendidikan Pasantren/Dayah

Dayah adalah suatu lembaga pendidikan Islam yang terdapat di
Provinsi Aceh. Nama ini berbeda jauh dangan sebutan pesantren,
walau karakternya hampir sama. Lembaga pendidikan ini sama
halnya dengan Pesantren yang ada di pulau Jawa baik dari aspek
fungsi maupun tujuannya, kendatipun di sana terdapat beberapa
perbedaan yang subtansial. Di antara perbedaan itu, seperti dilihat di
Jawa Timur ialah bahwa pesantren itu merupakan satu tempat yang
dipersiapkan untuk memberikan pendidikan agama, sejak dari
tingkat rendah sampai ke tingkat belajar lebih lanjut (Bardan,
2004:13).

Sedangkan di Aceh, Dayah adalah tempat belajar agama bagi
orang-orang yang telah dewasa saja. Pendidikan agama untuk anak-
anak diberikan di meunasah atau di rumah-rumah guru (Amiruddin
Hasbi, 2004:12). Namun pada masa saat ini, proses pendidikan
Dayah di Aceh sudah dikatagorikan kedalam dua bentuk, yaitu
bentuk Dayah Modern dan Dayah Tradisional (salafi).

Dalam Qanun Aceh Nomor 2008 tentang penyelenggaraan
pendidikan pada pasal 1 ayat 29 disebutkan bahwa Dayah adalah ”
lembaga pendidikan yang thullab atau santri atau pelajarnya
bertempat tinggal di dayah atau pesantren tersebut (balee/pondok),
memfokuskan pada pendidikan Islam dan dipimpin oleh teungku
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dayah”. Sedangkan pada Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3
tahun 2012 dalam Pasal 1 ayat 21 dayah adalah Lembaga Pendidikan
Pondok Pesantren/pesantren, Salafiyah, Modern, dan Ma’had Aly

Selanjutnya dalam Qanun Propinsi Aceh Nomor 23 tahun 2002
tentang penyelenggaraan pendidikan di NAD pada pasal 16, ayat 1
disebutkan bahwa Dayah/pesantren adalah lembaga pendidikan
Islam dengan sistem Pondok/rangkang yang dipimpin oleh ulama,
diselenggarakan oleh yayasan, badan sosial, perorangan, dan atau
pemerintah. Dalam ayat 2 juga menyebutkan bahwa pendidikan
Dayah/pesantren terdiri atas Dayah Salafiyah yang tidak
menyelenggarakan sistem program pendidikan madrasah, dan Dayah
Terpadu yang menyelenggarakan sistem program pendidikan
madrasah dalam berbagai jenjang.

Dayah Modern dan Dayah Tradisional berada dalam sebuah
komplek yang memiliki gedung-gedung selain dari asrama santri dan
rumah Teungku, gedung madrasah, lapangan olah raga, kantin,
koperasi, lahan pertanian atau lahan petenakan. Kadang-kadang
bangunan pondok didirikan sendiri oleh Teungku dan kadang-
kadang oleh penduduk desa yang bekerja sama untuk
mengumpulkan dana yang dibutuhkan (Sabri A, 2000:5).

Kemudian secara normatif ada beberapa unsur komponen
pendidikan Dayah di Aceh, yaitu adanya Teungku, Mesjid, Murid,
Metode, Kurikulum. Secara umum, orientasi pendidikan Islam
meliputi; orientasi pada pelestarian nilai, orientasi pada kebutuhan
sosial, orientasi pada tenaga Kkerja, orientasi pada peserta didik,
orientasi pada masa depan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi (Sabri A, 2000:12).

Secara antropologis, lembaga pendidikan Dayah lahir dari
proses kebiasaan-kebiasaan yang sering terjadi di lingkungan sosial
kemasyarakat, kebiasan-kebiasan yang baik menurut agama Islam di
praktikkan oleh individu dan kelompok masyarakat serta akhirnya
menjadi norma yang ditaati dan dipatuhi oleh anggota masyarakat
(Hasbi Amiruddin, 2003:36)

Lembaga pendidikan Dayah dalam masyarakat merupakan
sebuah cita-cita, sikap dan perlengkapan kebudayaan, bersifat kekal
serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar lebih
teratur dan tertib. Keberadaan lembaga pendidikan dalam
masyarakat merupakan suatu komunitas untuk menjaga kestabilan
suatu sistem masyarakat yang sedang didiaminya. Pada sisi lain,
lembaga pendidikan Dayah dapat di monitoring oleh elit sosial atau
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yang sering disebut dengan ulama Dayah. Tujuan pendidikan Dayah
dapat berfungsi untuk memenuhi kebutuhan primer dari setiap
individu suatu masyarakat (Hasbi Amiruddin, 2003:45).

Jadi tujuan pendidikan Dayah dalam masyarakat di samping
berperan sebagai media kontrol dalam lingkungan masyarakat, juga
sebagai tuntutan dan penjelmaan dari tingkah laku, serta sikap
masyarakat sebagai salah satu sub sistem dari kelompok masyarakat
guna menjaga kemandirian, kebiasaan yang berfungsi untuk
menjadikan agama Islam sebagai pegangan kehidupannya (Hasbi
Amiruddin, 2003:46).

2.5.1. Identitas Pasantren/Dayah Di Aceh

Akhirnya dalam rentan waktu 10 tahun belakangan ini.
Tepatnya sejak Pemda Aceh mengeluarkan regulasinya tentang
dayah sejak tahun 1999. Mengakibatkan pertumbuhan dayah di Aceh
bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat (people need), melainkan
kebutuhan individu (individual need). Pendidikan Dayah yang secara
historis dibangun dan dikembangkan oleh masyarakat melalui
pendekatan community based, kini terkesan menjadi lembaga
pendidikan elit sejak Propinsi Aceh mengeluarkan regulasi terhadap
pendidikan di dayah. Pendidikan Dayah sebagai tempat
penyelenggaraan pendidikan agama di Aceh, kini sudah hilang
identitas.

Dampak yang paling tragis dari intervensi Propinsi Aceh
terhadap proses pendidikan dayah adalah hilangnya sikap sosial dari
masyarakat sekitar untuk membantu eksistensi proses belajar
mengajar sebuah Dayah. Masyarakat tidak peduli dengan sistem yang
dilmplementasi pendidikan di dayah, karena dayah sudah menjadi
wilayah birokrasi Pemerintah Aceh. Serta pudarnya rasa memiliki
bahwa dayah itu milik masyarakat, karena Pemerintah sudah
mengeluarkan regulasi bahwa semua dayah itu harus memiliki
landasan hukum (akte notaris). Hilangnya rasa kepemilikan (sense of
belonging) masyarakat sekitar terhadap proses pendidikan di Dayah,
karena sepertinya ada sebuah pembatas antara Dayah yang wajib
bersikap birokratis dan formalitas dengan sikap masyarakat yang
cenderung apa adanya (Sabri A, 2000:41)

Dengan adanya intervensi Pemerintah Daerah terhadap dayah,
maka aksesibilitas masyarakat secara otomatis berkurang. Pasalnya,
di satu sisi Pemerintah Aceh telah membuka peluang untuk
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meningkatkan SDM di Dayah dan menambah sarana prasarana
melalui dana APBD, namun di sisi lain Pemda tidak memperhatikan
kebutuhan masyarakat sekitar Dayah dalam membangun Dayah.
Karena tidak melibatkan masyarakat dalam membangun Dayah
dewasa ini. Pendidikan Islam pada tataran kecamatan dan desa di
Aceh dilangsungkan dalam dalam 4 model lembaga pendidikan, yaitu
pendidikan dayah salafi (tradisional), pendidikan dayah modern,
pendidikan Panti Asuhan dan pendidikan dayah berbasis panti
asuhan (Sabri A, 2000:52).

2.5.2.]Jenis Pesantren

Seiring dengan laju perkembangan masyarakat maka
pendidikan pesantren baik tempat bentuk hingga substansi telah
jauh mengalami perubahan. Pesantren tak lagi sesederhana seperti
apa yang digambarkan seseorang akan tetapi pesantren dapat
mengalami  perubahan sesuai dengan pertumbuhan dan
perkembangan zaman (Mujamil Qumar, 2006:9)

1. Pondok pesantren salaf (tradisional)

Pesantren salaf menurut Zamakhsyari Dhofier adalah lembaga
pesantren yang mempertahankan pengajaran kitab-kitab Islam klasik
(salaf) sebagai inti pendidikan. Sedangkan sistem madrasah
ditetapkan hanya untuk memudahkan sistem sorogan, yang dipakai
dalam lembaga-lembaga pengajian bentuk lama, tanpa mengenalkan
pengajaran pengetahuan umum.Sistem pengajaran pesantren salaf
memang lebih sering menerapkan model sorogan dan wetonan.
Istilah weton berasal dari bahasa Jawa yang berarti waktu. Disebut
demikian karena pengajian model ini dilakukan pada waktu-waktu
tertentu yang biasanya dilaksanakan setelah mengerjakan shalat
fardhu (Mujamil Qumar, 2006:11).

2. Pesantren khalaf (modern)

Pesantren khalaf adalah lembaga pesantren yang memasukkan
pelajaran umum dalam kurikulum madrasah yang dikembangkan,
atau pesantren yang menyelenggarakan tipe sekolah-sekolah umum
seperti; MI/SD, MTs/SMP, MA/SMA/SMK dan bahkan Perguruan
Tinggi dalam lingkungannya. Dengan demikian pesantren modern
merupakan pendidikan pesantren yang diperbaharui atau
dimodernkan pada segi-segi tertentu untuk disesuaikan dengan
sistem sekolah (Mujamil Qumar, 2006:12)
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2.5.3. Tujuan Pendidikan Dayah (Pesantren)

Untuk menggambarkan tujuan pendidikan pesantren sacara
pasti dan seragam memang sangat sulit Hal ini disebabkan karena
pesantren mempunyai kebiasaan untuk tidak merumuskan dasar dan
tujuan pendidikannya secara eksplisit. Hal ini Kkarena sifat
kesederhanaan pesantren, sesuai dengan dorongan berdirinya, di
mana kiyai mengajar dan santri belajar, semata-mata untuk ibadah
Lillahita’ala, dan tidak pernah dihubungkan dengan tujuan tertentu
dalam lapangan kehidupan atau tingkat jabatan tertentu dalam
hirarki sosial (Mujamil Qumar, 2006:15).

Adapun tujuan didirikannya pesantren menurut Nurkholis
Majid, (2000:90), pada dasarnya terbagi menjadi dua hal, yaitu
tujuan umum dan tujuan Kkhusus. Tujuan khususnya adalah
mempersiapkan para santri untuk menjadi orang yang alim dalam
ilmu agama yang diajarkan oleh kiyai yang bersangkutan serta
mengamalkannya dalam masyarakat. Sedangkan tujuan umumnya
adalah membimbing anak didik untuk menjadi manusia yang
berkepribadian Islam yang sanggup dengan ilmu agamanya menjadi
mubaligh Islam dalam masyarakat sekitar melalui ilmu dan amalnya.
Untuk mengenal tujuan pendidikan pesantren ada baiknya
dikemukakan beberapa pernyataan para pendiri pesantren, KH.
Ahmad Sahal misalkan, salah seorang pendiri Pondok Modern Gontor
menyatakan "anak-anakku nanti harus menjadi orang yang a'lim,
sholeh, sugih supaya tidak tamak"... dalam kesempatan lain juga
beliau sampaikan: " di pesantren ini (Gontor) anak-anak akan diajari
bahasa Arab, bahasa Inggris dan tonil (drama) (Nurkholis Majid,
2000:91)

Dari dua pernyataan di atas dapat diketahui bahwa tujuan
pendirian pesantren adalah untuk mendidik generasi muda Islam
dengan pendidikan sehingga nantinya menjadi anak yang alim
(memiliki ilmu pengetahuan) dan sholeh dalam artian menjalankan
pengetahuannya tersebut, serta bisa menjadi kaya (kaya harta dan
hati) supaya tidak tamak. Oleh karena itu muncul pernyataan kedua
yang berarti harus menzaman, sesuai dengan kebutuhan zaman dan
kecakapan yang dimiliki sesuai dengan zamannya (Nurkholis Majid,
2000:93).

Konon ungkapan kedua ini muncul setelah pertemuan ulama
yang saat itu membutuhkan delegasi muslim Indonesia untuk di
kirim ke dunia Internasional, yang dibutuhkan adalah yang mahir
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dalam bahasa Arab dan Inggris, tapi yang tersedia waktu itu hanya
menguasai bahasa Arab saja dan tidak menguasai bah asa Ingris dan
sebaliknya. Jadi tujuan penyusunan materi pelajaran disesuaikan
dengan tantangan kebutuhan ummat. Sama halnya dengan semboyan
perekat ummat yang muncul sebagai jawaban atas kondisi ummat
Islam pada tahun 1920-an pertentangan khilafiyah dan konflik
internal (Mujamil Qumar, 2006:21).

Selain melalui pernyataan para pendirinya tujuan pendidikan
pesantren juga bisa diketahui dengan melihat semboyan dan motto
yang dikembangkan suatu pesantren, semboyan-semboyan yang
senantiasa didengungkan oleh pimpinan pesantren (kyai) itu
biasanya merupakan "kerangka nilai" yang diharapkan dapat dicerna
oleh para santri dan menjadi pedoman hidup mereka dalam
kehidupannya kelak Seperti pepatah dalam dunia pesantren yang
sangat populer, al muhafadhatualal qadimis shalih wal akhdu alal bil
jadidil ashlah (M. Amin Haedari, 2004:53).

Dalam hal ini pesantren merupakan lembaga pendidikan yang
gigih mempertahankan tradisi. konservasi terhadap tradisi dilakukan
tanpa sikap “reserve”, bahwa tradisi mengandung segala yang baik,
sehingga kebutuhan untuk mengadopsi yang modern dimungkinkan
sejauh itu lebih baik dari apa yang terdapat dalam tradisi itu sendiri.
Secara tegas KH Imam Zarkasyi yang dikutip Nurkholis Majid,
(2000:97) menyatakan tujuan pendidikan di pesantrennya adalah
untuk "kemasyarakatan dan dakwah Islamiyah" artinya pendidikan
diarahkan pada kebutuhan masyarakat muslim pada khususnya dan
masyarakat luas pada umumnya serta kepentingan dakwah
Islamiyah.

Berkenaan dengan tujuan pendidikan pesantren, bagi
pesantren-pesantren baru yang lebih modern biasanya telah
merumuskan tujuannya dalam bentuk visi dan misi pesantren,
rumusan biasanya sekitar hal-hal berikut "Membangun masyarakat
melalui pendidikan, Dakwah Islamiyah serta  mempersiapkan
generasi muda muslim dengan membekali mereka pengetahuan
agama dan umum” (M. Amin Haedari, 2004:62).

*
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BAB III.
METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Aceh Utara yang beralamat di Jalan T.Hamzah Bendahara
Kota Lhokseumawe dalam waktu kurun waktu 5 (lima) bulan
Desember 2015 s.d April 2016

3.2. Bentuk Penelitian

Adapun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan pertimbangan untuk mengkaji tentang kebijakan
pemerintah dalam melegalisasikan ijazah dari dayah pada Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara. Menurut Sugiyono,
(2005:13) mengemukakan “metode kualitatif sebagai prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau
lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.”

Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian
yang mendalam tentang ucapan, tulisan atau perilaku yang dapat
diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan organisasi
tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut
pandang yang utuh, komprehensif dan holistik (menyeluruh).

3.3. Informan Penelitian

Informan adalah sumber informasi yang penulis jadikan
sebagai data primer, sehingga kenyat: 49 Mg terjadi dilapangan
sesuai dengan sebenarnya. Adapun iniu...wa dalam penelitian ini
yang akan penulis wawancarai adalah :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara

2. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara

3. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam pada Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara

4. Staff seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara
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5. Bapak Bupati Kabupaten Aceh Utara

6. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK)
Aceh Utara

7. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh
Utara

8. Pimpinan Pondok Pesantren Salafiah “Darul Muridin”
Kecamatan Syamtalira Bayu

9. Pimpinan Pondok Pesantren Salafiah “Nurul Jadid” Kecamatan
Lhoksukon

10. Pimpinan Pondok Pesantren Salafiah “Darul Muttaqin”
Gampong Laga Baro Kecamatan Samudera

11. Pimpinan Pondok Pesantren Salafiah “Nurul Islam” Kecamatan
Baktia

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis dan sumber data yang diperlukan maka
pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah
dengan cara:

1. Observasi

Observasi langsung yaitu metode pengumpulan data melalui
pengamatan terhadap lokasi penelitian. Menurut Sugiyono (2005:10)
Observasi mempunyai banyak macamnya antara lain adalah
Observasi Partisipatif yaitu peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-
hari orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data.
Kemudian Observasi Terus Terang atau Tersamar. Dalam observasi
jenis ini peneliti menyatakan keterus terangannya kepada
narasumber bahwa ia sedang melakukan penelitian. Tetapi dalam
suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar kepada
narasumber untuk memperoleh data yang sifatnya rahasia.
Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka peneliti
tidak akan diijinkan untuk melakukan observasi.

Selanjutnya Observasi Tidak Terstruktur yaitu observasi yang
tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang
diobservasikan. Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak
menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa
rambu-rambu pengamatan., tajam, dan sampai mengetahui pada
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tingkat makna dari setiap perilaku atau gejala yang muncul. Menurut
Sugiyono (2005:57) pengamatan mempunyai maksud bahwa
pengumpulan data yang melibatkan interaksi social antara peneliti
dengan subyek penelitian maupun informan dalam suatu setting
selama pengumpulan data harus dilakukan secara sistematis tanpa
menampakkan diri sebagai peneliti. Dengan cara seperti ini antara
peneliti dan yang diteliti berinteraksi secara timbale balik. Dalam hal
ini peneliti memandang yang ditelitibukan subyek atau obyek
penelitian tetapi sebagai responden yang berkedudukan sebagai
teman sejawat atau kolega. Mereka beraktivitas, segala sesuatunya
tidak dapat ditentukan (undertermine), dan dapat bersama-sama
membangun data penelitian. Menurut Noeng Muhadjir (1996: 125)
antara peneliti dengan subyek penelitian kedudukannya menyatu
tidak pilah secara dikotomik.

2. Wawancara

Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung
dengan sumber yang dijadikan sebagai informan. Penulis
mengadakan wawancara untuk mendapatkan data, keterangan dari
pribadi, pendirian atau pandangan pribadi dari individu yang
diwawancarai untuk memperdalam atau sebagai pembanding
dengan pendapat lainnya agar mendapatkan kebenaran yang lebih
valid.

Adapun jenis wawancara yang penulis gunakan yaitu
wawancara mendalam (indeep interview) yang ditentukan dengan
purposive (informan ditentukan dengan sengaja).

Wawancara menurut (Singarimbun dan Effendi, 1986:92),
yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada
responden. Wawancara adalah salah satu bagian yang terpenting dari
setiap survei, tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi
yang berharga. Karena wawancara diperoleh dengan jalan bertanya
langsung kepada responden. Sedangkan menurut Nazir (2005:234)
metode wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian
yang berlangsung secara lisan dua orang atau lebih bertatap muka
mendengarkan  secara langsung informasi-informasi  atau
keterangan-keterangan.
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3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan semua data-data yang ada
hubungannya dengan penelitian ini, baik tentang kebijakan
pemerintah dalam melegalisasikan ijazah dari dayah pada Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara maupun sumber dari
surat kabar dan jurnal-jurnal serta data pendukung lainnya. Data
yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer adalah data yang berasal dari hasil pengamatan
langsung pada objek penelitian. Pengamatan yang dilakukan
dalam penelitian ini adalah pengumpulan data-data dari Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara.

b. Data skunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung,
yaitu dengan melakukan kutipan-kutipan dari berbagai sumber
yang relevan. Kegunaan data sekunder ini adalah untuk
mendukung kapasitas argumentasi dan fakta dalam penelitian.
Adapun prosedur pengumpulan data sekunder yang dilakukan
antara lain adalah studi dokumentasi diantaranya menyangkut
pengamatan ganun-qanun dan studi pustaka dengan
mempelajari dan memanfaatkan beberapa informasi yang
diperlukan melalui laporan-laporan studi yang relevan.

3.5. Teknik Analisa Data

Menurut Miles Huberman, (2004:28) mengemukakan bahwa
setelah data diperoleh dan dikelompokkan berdasarkan
permasalahan yang ada kemudian diklasifikasikan sesuai jenis
fenomena dan gejala yang sudah ditentukan untuk menjawab
permasalahan yang diajukan dalam penganalisaan data penulis
menggunakan model interaktif, yaitu :

1. Data Koleksi (Collection)

Mengumpulkan data yang telah didapatkan di lapangan.
Koleksi data merupakan tahapan dalam proses penelitian yang
penting karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka
proses penelitian akan berlangsung sampai peneliti mendapatkan
jawaban dari perumusan masalah yang sudah ditetapkan. Data yang
peneliti cari harus sesuai dengan tujuan penelitian.
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2. Data Reduksi (Reduction)

Dari lokasi penelitian, data dilapangan dituangkan dalam
uraian laporan yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan
kemudian direduksi, dirangkum dan kemudian dipilah-pilah hal yang
pokok, difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari
tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode
dan pentabelan).

3. Penyajian Data (Display Data)

Penyajian data dimaksud agar lebih mempermudah bagi
peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau
bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan
pengorganisasian data ke dalam suatu bentuk tertentu sehingga
kelihatan jelas sosoknya lebih utuh.

4. Penarikan Kesimpulan (Conclusions Produsinng or

Verifying)

Dalam tahapan untuk menarik kesimpulan dari katagori-
katagori data yang telah direduksi dan disajikan untuk selanjutnya
menuju kesimpulan akhir mampu menjawab permasalahan yang
dihadapi. Tetapi dengan bertambahnya data melalui verifikasi secara
terus menerus setiap kesimpulan senantiasa akan selalu terus
dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan
interprestasi peneliti.
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BAB 1V.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian
4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Departemen Agama lahir pada hari Kamis, 3 Januari 1946
berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 01 Tahun 1946. Sejak
lahirnya Departemen Agama 3 Januari 1946, ada beberapa
istilah/nama untuk Kementerian Agama antara lain :

1.Jawatan Penerangan Agama

2.Jawatan Urusan Agama

Kemudian sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46
Tahun 2009 tentang penggunaan sebutan nama Aceh, maka Kantor
Wilayah Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
disesuaikan lagi namanya menjadi Kantor Wilayah Departemen
Agama Provinsi Aceh. Pada akhirnya, Pemerintah melalui Peraturan
Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara, mengubah semua bentuk
Departemen, Kantor Menteri Negara dan Kantor Menteri
Koordinator menjadi Kementerian Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Perubahan
Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
Kementerian Agama sebagai sub sistem pemerintah Republik
Indonesia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
pemerintahan dibidang agama. Dalam melaksanakan tugas tersebut,
Kementerian Agama lebih banyak menitikberatkan pada pelayanan
kepada masyarakat di bidang agama.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara merupakan
sebagai bagian Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Agama yang
bernaung di bawah Wilayah Pemerintahan Aceh. Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara mempunyai tugas
pemerintahan di bidang agama.

Secara gambaran umum Kabupaten Aceh Utara memiliki letak
giografis yang sangat menguntungkan, semua potensi alama dan laut
terbentang luas, sawah yang subur, daratan yang luas serta gunung-
gunung yang hijau dan danau yang membentang luas. Kabupaten
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Aceh Utara dihuni oleh 540.000 jiwa dari 27 Kecamatan dan 852
desa/Gampong. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara
berada dipusat Kota Lhokseumawe

Saat ini Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara memiliki
1153 PNS baik sebagai tenaga fungsional maupun tenaga
administrasi, tenaga bakti/honorer 1395, yang terdiri dari 44
Madrasah Ibtidaiyah 36 negeri 8 swasta, 46 Madrasah Tsanawiyah
10 negeri 36 swasta, 22 Madrasah Aliyah 6 negeri 16 swasta, 35
Raudhatul Atfal yang semuanya masih status swasta. 200 Pondok
Pesantren Salafiah. Kantor KUA 27, jumlah masjid 336 Buah, baik
agung, besar maupun jamik.

Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh
Utara adalah sebagai berikut :

1. Visi

Adapun visi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara
adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Aceh Utara yang taat
beragama, maju, sejahtera dan cerdas serta saling menghormati
antar sesama agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bermartabat.

2. Misi

1. Meningkatkan kualitas keagamaan dalam lingkungan
Kabupaten Aceh Utara Meningkatkan pelayanan keagamaan
yang prima dalam lingkungan Kabupaten Aceh Utara

2. Meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan dalam
lingkungan Kabupaten Aceh Utara

3. Meningkatkan etika keagamaan yang kondusif dalam
lingkungan Kabupaten Aceh Utara

4. Meningkatkan kualitas pelayanan Ibadah Haji dan Umrah di
lingkungan Kabupaten Aceh Utara

5. Meningkatkan kerukunan umat dalam beragama yang bersih
dan bermartabat

6. Mengembangkan kecerdasan pemahaman keagamaan dalam
lingkungan Kabupaten Aceh Utara

Adapun kepemimpinan Kantor Kementerian Agama sejak lahir
di Kabupaten Aceh Utara telah dipimpin oleh 10 orang kepala kantor
antara lain sebagai berikut :
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1. Tgk. H. Abdul Hamid Idris masa bakti 1946 sampai dengan
1953

2. Tgk. M. Ali Sarjani masa bakti 1953 sampai dengan 1957

3. Tgk. Abdul Hamid Maridh masa bakti 1957 sampai dengan
1965

4. Tgk. H. Hasan Syah masa bakti 1965 sampai dengan 1973

5. Tgk. Abd Gani Al-Ahmady masa bakti 1973 sampai dengan
1985

6. H. Muhammad Ali Ishak masa bakti 1985 sampai dengan 1994

7. Drs. H. Gazali Mohd Syam masa bakti 1994 sampai dengan
1998

8. Drs. H. Abdul Gani Isa, SH, MA masa bakti 1998 sampai dengan
2005

9. Drs. H. M. Daud Hasbi, M. Ag masa bakti 2005 sampai dengan
2010

10. Drs. H. Zulkifli Idris, M. Pd masa bakti 2010 sampai dengan
sekarang

4.1.2. Struktur Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara

Menurut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor
373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kota, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara
memiliki struktur organisasi yang tergolong Tipologi IA terdiri dari :
a. Kepala Kantor Kementerian Agama
Subbagian Tata Usaha
Seksi Urusan Agama Islam (Urais)
Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah
Seksi Madrasah & Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
Umum (Mapenda)
Seksi Pendidikan Pondok Pesantren (Pekapontren)
Seksi Penerangan Masyarakat (Penamas)
Penyelenggara Zakat dan Wakaf
Kelompok Jabatan Fungsional

© oo o

= o5ga

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara adalah
instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Aceh. Dalam rangka mencapai
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keberhasilan suatu organisasi yang optimal maka perlu memahami
dan melaksanakan berbagai tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara mempunyai tugas
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam
wilayah Kabupaten Aceh Utara berdasarkan kebijakan Kepala Kantor
Kementerian Agama Provinsi Aceh dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku :

1. Kepala Kementerian Agama mempunyai tugas dan fungsi :

a. Perumusan visi, misi, serta kebijakan teknis dibidang
pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di Kabupaten
Aceh Utara

b. Pembinaan, pelayanan, dan bimbingan di bidang bimbingan
masyarakat islam, pelayanan haji dan umrah, pengembangan
zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok
pesantren, pendidikan agama islam pada masyarakat dan
pemberdayaan mesjid, urusan agama, pendidikan agama
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

c. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan
administrasi dan informasi keagamaan

d. Pelayanan dan bimbingan di bidang kerukunan umat
beragama

e. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, dan
pengawasan program

f. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi
terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan
tugas Kementerian Agama di Kabupaten Aceh Utara

2. Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan dibidang kepegawaian, keuangan dan inventaris
kekayaan negara, perlengkapan, ketatausahaan dan rumah
tangga kepada seluruh satuan organisasi/satuan Kkerja
dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara

b. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi di bidang
kepegawaian, keuangan dan inventaris kekayaan negara,
perlengkapan, ketatausahaan dan rumah tangga kepada
seluruh satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan
Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara
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C.

Evaluasi dan pelaporan di bidang kepegawaian, keuangan
dan inventaris kekayaan negara, perlengkapan,
ketatausahaan dan rumah tangga kepada seluruh satuan
organisasi/satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama
Kabupaten Aceh Utara

3. Seksi Bimbingan atau Urusan Agama Islam menyelenggarakan
fungsi :

a.

b.

Melakukan pelayanan dan bimbingan kepenghuluan dibidang
nikah dan rujuk

Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang
pengembangan keluarga sakinah

Melakukan pelayanan, bimbingan serta perlindungan
konsumen dibidang produk halal

Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang
pemberdayaan masyarakat dhuafa dan bantuan sosial
keagamaan

Melakukan pelayanan, bimbingan dan prakarsa ukhuwah
islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat

4. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan

fungsi:

a. Melakukan pelayanaan dan pembinaan dibidang penyuluhan
haji dan umrah

b. Melakukan pelayanan dan bimbingan kepada jemaah dan
petugas haji

c. Melakukan pelayanan dan pembinaan terhadap pengurusan
dokumen dan perjalanan haji

d. Melakukan pelayanan dan pembinaan terhadap perbekalan
dan akomodasi haji

e. Melakukan pelayanan dan bimbingan terhadap KBIH dan

pasca haji

5. Seksi pendidikan Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada
Sekolah Umum menyelenggarakan fungsi :

a.

b.

Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang kurikulum
pada madrasah, pendidikan agama islam pada sekolah umum
Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang ketenagaan
dan kesiswaan pada pada madrasah

Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang sarana dan
prasarana pendidikan pada madrasah
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d. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang kelembagaan
dan ketatalaksanaan pada madrasah

e. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang supervisi dan
evaluasi pendidikan pada madrasah

6. Seksi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren
menyelenggarakan fungsi:

a. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang kurikulum,
ketenagaan dan sarana, supervisi dan evaluasi pendidikan
pada madrasah diniyah

b. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang kurikulum,
ketenagaan dan sarana, supervisi dan evaluasi pendidikan
wajib belajar pada pondok pesantren salafiah

c. Melakukan pelayanan dan  bimbingan  kerjasama
kelembagaan dan pengembangan pondok pesantren

d. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang pembinaan
dan kesejahteraan santri

e. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang pelayanan
taklim ubudiyah dan muamalah terhadap masyarakat

7. Penyelenggara Zakat dan Wakaf menyelenggarakan fungsi:
a. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang
pengembangan lembaga zakat dan wakaf
b. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang pengelolaan
dan pendayagunaan zakat dan wakaf

4.1.3.Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 3 Tahun 2012
Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah Serta
Pelaksanaan Legalisasi Ijazah Dayah Pada Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara

Pendidikan dayah merupakan proses pembelajaran dan
pengkajian khazanah Islam untuk melahirkan manusia yang beriman
dan bertakwa sekaligus meningkatkan harkat dan martabat manusia
yang berlangsung sepanjang hayat, pendidikan dayah selalu
berkembang dan bertahan, seiring perubahan zaman. Untuk itu
pendidikan dayah harus mendapatkan perhatian serius dari semua
elemen masyarakat, terutama dari pemerintah daerah, sehingga
keberadaannya tetap eksis, sekalipun perkembangan teknologi dan
informasi dunia begitu pesat.
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Berdasarkan hal tersebut, dibuatlah sebuah dasar hukum yang
mengatur penyelenggaraan pendidikan dayah yakni Qanun Nomor 3
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah di
Kabupaten Aceh Utara, yang bertujuan untuk menyelenggarakan
pendidikan dayah secara maksimal baik di bidang kurikulum, sarana
prasarana dan lainnya

Bapak Drs. H. Zulkifli Idris, M.Pd (Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Aceh Utara) berpendapat bahwa:

Saat ini Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sangat berperan
dalam penyelenggaraan pendidikan dayah di Aceh Utara, peran
tersebut diimplementasikan dalam bentuk Qanun Nomor 3
Tahun 2012. Sebelum gqanun ini di implementasikan
pemerintah telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat
luas dimana qanun tersebut mengatur tentang hak dan
kewajiban santri, kewenangan pemerintah, dan masyarakat,
dalam penyelenggaraan pendidikan dayah. Selain itu juga
diatur tentang pendanaan dayah, kurikulum, sarana dan
prasarana dayah, selanjutnya juga diatur tentang perlindungan
tenaga pendidik dayah terhadap hukum dan sosial dan ini
terlah terimplimentasi dengan baik (Wawancara, 9 Februari
2016).

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan
petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi
batas dan arah umum kepada para manajer untuk bergerak.
Kebijakan juga berarti suatu keputusan yang luas untuk menjadi
patokan dasar bagi pelaksanan manajemen. Keputusan yang
dimaksud telah dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh
pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan yang
berulang dan rutin yang terprogram atau terkait dengan aturan-
aturan keputusan.

Berbagai kebijakan dan program yang dilakukan oleh
pemerintah pada saat ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-
tiba melainkan melalui suatu proses yang alami yang terkait dengan
kebijakan pemerintah dalam mengakui akan legalisasi ijazah dari
pesantren/dayah. Sebelum menjalakan kebijakan pemerintah
memiliki peran untuk melakukan sosialisasi, sehingga dengan
sosialisasi ini akan dipahami oleh masyarakat luas terhadap isi
ganun yang dibuat.
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Kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atas dasar
kebijakan yang bersifat luas. Pemerintah sebagai penyelenggara
negara mempunyai tanggung jawab kepada rakyatnya. Fungsi
pemerintah adalah menyelenggarakan negara berdasarkan
kewenangannya, kewenangan yang diberikan pemerintah
merupakan dasar bagi pembuatan sampai penetapan kebijakan.
Peran pemerintah sangat menentukan dalam menyelesaikan
permasalahan yang ada dalam masyarakat.

Selanjutnya Bapak Drs. H. Zulkifli Idris, M.Pd (Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara) berpendapat bahwa:

"Kebijakan pemerintah dalam melegalisasikan ijazah dari
dayah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara
bertujuan untuk melakukan penyetaraan antara pendidikan
yang ditempuh oleh seorang siswa atau santri, Kemenag Aceh
Utara selain berpedoman pada Qanun Nomor 3 Tahun 2012,
juga berpedoman pada aturan Nomor DJ].I/PP.00.7/940/2008
perihal tentang Penyetaraan Lulusan Pondok Pasantren dan
Pendidikan Diniyah dan ini menjadi legal standing karena
aturan ini dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik
Indonesia. Namun adanya sedikit perbedaan format dari ijazah
tersebut sebagaimana yang dikeluarkan oleh sekolah pada
umumnya. Aturan ini telah kami beri pemahaham kepada
masyarakat melalui sosialisasi pada dayah-dayah (Wawancara,
9 Februari 2016)".

l[jazah yang dikeluarkan oleh dayah Salafiyah saat ini telah
diakui  legalitasnya, dengan demikian legalitasnya dapat
dipersamakan dengan tingkatan SD SMP dan SMA pada sekolah
umum karena pada saat ini pemerintah telah mengakui pendidikan
yang diselenggarakan oleh dayah, legalitas tersebut telah memiliki
aturan yang kuat setelah pemerintah mengeluarkan dasar pijakan
tentang penyelenggaraan pendidikan dayah melalui ganun nomor 3
tahun 2012, Departemen Agama RI juga telah mengeluarkan legal
standing bagi legalitas ijazah dayah dimana legal standing ini juga
kami sosialisasi kepada masyarakat agar adanya keselarasan dalam
tindakan.

Lebih lanjut penulis mengadakan wawancara langsung dengan
Bapak Sabaruddin, S.Ag (Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan
Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh
Utara) juga berpendapat bahwa:
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"Setiap dayah boleh mengeluarkan ijazah akan tetapi harus
sejalan dengan pasal 67 Qanun Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Dayah yaitu setiap dayah harus
terakreditasi yang dinilai oleh Badan Akreditasi Dayah (BAD).
Untuk mengiplemenetasi ganun tersebut dalam hal ini Bupati
Aceh Utara mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Utara
Nomor 451.2/246/2015 Tentang Penetapan Pimpinan Dayah
Tipe A, B dan C. Dalam melakukan penilaian tersebut Badan
Akreditasi Dayah (BAD) telah didukung oleh sumberdaya
manusia yang memiliki kompetensi di bidang dayah. Selama ini
pemerintah telah membuat suatu regulasi untuk dapat
melakukan pengakuan (melegalisasi) terhadap ijazah yang
dimiliki dari dayah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
Akan tetapi setiap pondok pesantren salafiah, dalam hal
pengeluaran ijazah harus sesuai dengan prosedur sebagaimana
yang telah ditetapkan oleh pemerintah. (Wawancara, 11
Februari 2016)”.

Pemerintah Aceh Utara secara institusional telah mengambil
peran dalam melegalisasi ijazah dayah dan memiliki tanggungjawab
sekaligus diperintahkan untuk memastikan bahwa syariat islam
dapat berjalan dengan baik dan benar di Aceh Utara salah satu aspek
penting dalam melaksanakan syariat islam di Aceh Utara adalah
penyiapan sumber daya manusia melalui dayah dengan melegalisasi
jjazah dayah, walaupun demikian dayah juga mesti menyiapkan
segala bentuk syarat agar dayah diakui oleh pemerintah salah
satunya dengan memperoleh akreditasi.

Untuk menindaklanjuti dari isi Qanun Nomor 3 tahun 2012
Pemerintah Aceh Utara mengeluarkan surat kepurusan Nomor
451.2/246/2015 Tentang Penetapan Pimpinan Dayah Tipe A, B dan
C, agar pelasanaan yang diingikan oleh pasal 67 Qanun Nomor 3
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah yaitu setiap
dayah harus terakreditasi yang dinilai oleh Badan Akreditasi Dayah
(BAD) bisa terlaksana denga baik. Dalam melakukan penilaian
terhadap dayah, Badan Akreditasi Dayah (BAD) telah didukung oleh
sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi di bidang dayah.
Adapun tim yang menjadi Badan Akreditasi Dayah (BAD) seperti
Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Lembaga Pendidikan Dayah,
Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah, Kemenag Aceh Utara, Dinas
Syariat Islam, Majelis Pendidikan Daerah (MPD).
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Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Tgk.
M.Yusuf Ilyas selaku Pimpinan Pondok Pesantren Salafiah “Darul
Muridin” Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara beliau
mengemukakan bahwa:

"Dayah kami memang mendapatkan ijin untuk mengeluarkan
ijjazah yang bisa dilegalisir oleh Kemenag, karena memang
selama ini dayah telah terakreditasi, sehingga bagi para santri
yang akan kami keluarkan ijazah itu sesuai dengan prosedur
yang telah ditetapkan, santri disini harus menamatkan kitab
Bajuri dan Yannah dengan mengikuti pelajaran sekolah pada
pagi dan siang hari untuk tingkat SMP (Tsanawiyah) serta
mengikuti ujian nasional dan ujian sekolah pada sekolah yang
telah ditunjukan oleh Kementerian Agama setelah ditetapkan
oleh pemerintah. Selanjutnya pemerintah kami nilai masih
setengah hati dalam mengiplementasi ganun, karena dari hasil
sosialisasi yang diberikan bahwa nantinya santri mendapatkan
beasiswa, baik santri berprestasi maupun kurang mampu, akan
tetapi malah sekarang beasiswa telah dihapus padahal
beasiswa tersebut dibutuhkan untuk membeli kitab maupun
untuk keperluan lainnya (Wawancara, 15 Februari 2016)”.

Pemerintah selain memperhatikan legalisasi ijazah seharusnya juga
pemerintah harus memberikan perhatian bagi pembangunan sarana dan
prasarana dayah, kesejahteraan guru dayah, pelatihan keterampilan santri,
beasiswa untuk santri, bila dilihat sumberdaya itu akan terbentuk dengan
baik kualitasnya apabilan dayah dilengkapi sarana dan prasarana yang
memadai, dan pemerintah disini punya andil untuk memajukannya hal ini
sesuai dengan janji yang dikatakan pada saat sosialisasi.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Utara,
sebagaimana wawancara peneliti dengan Tgk. H. Mustafa Ahmad selaku
Ketua MPU Kabupaten Aceh Utara, mengatakan:

Sejak terbentuknya, MPU Kabupaten Aceh Utara selalu
melakukan peningkatan penyelenggaraan pendidikan Dayah
dengan cara melaksanakan pelatihan pengkaderan ulama bagi
santri dayah di Aceh Utara, dengan pendalaman pemahaman
terhadap materi-materi Agama Islam yang sudah diperoleh
sebelumnya di dayah. Saat ini kami nilai pemerintah perlu
memiliki sikap (disposisi) yang tegas terhadap regulasi yang
telah dibuat, sehingga pendidikan dayah tidak terkesan asal-
asalan. Selanjutnya untuk kebutuhan operasional dayah juga
mesti dilihat seperti peningkatan sumberdaya manusia (guru)
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mesti ditingkatkan, sarana dan prasarana dayah serta yang
lainnya. (Wawancara, 22 Februari 2016).

Mengenai masalah pendanaan untuk penyelenggaraan
pendidikan dayah di Aceh Utara, peneliti melakukan wawancara
dengan salah satu pimpinan DPRK Aceh Utara, yakni Bapak Abdul
Mutaleb, S.Sos selaku Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, mengatakan:

Dayah merupakan lembaga pendidikan formal bagi anak-anak
di Aceh Utara. Jadi Pemerintah juga mengalokasikan dana
khusus bagi lembaga pendidikan dayah, akan tetapi tidak bisa
dilakukan sekaligus, ada tahapan-tahapannya dan didahulukan
mana yang lebih penting, seperti honor guru dan pimpinan
dayah. Saat ini juga sangat penting dianggarkan dana untuk
beasiswa santri miskin dan berprestasi. Sedangkan
infrastruktur, pihak pengelola dayah perlu memberi laporan
ke Dinas Syariat Islam, dengan cara pengajuan proposal yang
menyatakan bahwa infrastruktur tersebut sangat dibutuhkan.
Kami DPRK Aceh Utara sangat mendukung program
pemerintah akan tetapi butuh keseriusan dan ketegasan sikap
dari pemerintah terhadap regulasi yang diimplementasikan.
(Wawancara, 25 Februari 2016).

Bupati Aceh Utara Bapak H. Muhammad Thaib dalam
wawancaranya mengatakan:

Untuk mengimplementasi Qanun Nomor 3 Tahun 2012, dalam
hal ini Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Syariat
Islam terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan agama
khususnya dengan meningkatkan kualitas pendidikan di
dayah-dayah dengan memberikan bantuan untuk pendidikan
dan sarana serta prasarana, selain regulasi dayah yang terus
dijalankan akan tetapi dari segi pendanaan setiap tahun selalu
kita tingkatkan. Mengenai legalisasi ijazah, payung hukum
telah kita sediakan tinggal pelaksaannya yang mesti di
tingkatkan oleh Kemenag Aceh Utara. (Wawancara, 23
Februari 2016).

Lembaga pendidikan dayah berhak mendapatkan pendanaan
dari APBN, APBA, APBK dan atau sumber lainnya yang sah dan tidak
mengikat, pemerintah kabupaten dapat mengalokasikan anggaran
pendidikan dayah sesuai kemampuan keuangan daerah, untuk
memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan dayah di
wilayahnya. Alokasi APBK untuk pendidikan dayah saat ini hanya

Universitas Malikussaleh 51




Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah

diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan pada lembaga
pendidikan dayah yang meliputi: kegiatan belajar mengajar, honor
guru dan tenaga administratif lainnya, peningkatan dan
pengembangan SDM, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana.

Pengalokasian dana pendidikan untuk dayah dilakukan secara
proporsional yang ditetapkan dengan Qanun APBK setiap tahun
anggaran. Honor guru dan tenaga administrasi merupakan honor
tetap setiap bulan yang besarannya disesuaikan kemampuan daerah
dan ditetapkan dengan keputusan bupati, kebutuhan lembaga
pendidikan dayah disesuaikan dengan tingkat pendidikan dayah.
Pada prinsipnya pemerintah daerah telah mengiplementasi qanun
sesuai dengan keadaan dana di daerah. Selain itu ketegasan sikap
(disposisi) yang sangat dibutuhkan pada saat mengiplementasi
kebijakan, apabila tidak maka gqanun yang telah dibuat akan sia-sia.

Menurut pendapat Tgk. Azhar HS, Pimpinan pada Pesantren
Salafiah “Nurul Jadid” Kecamatan Lhoksukon beliau mengemukakan
bahwa:

“Implementasi yang dilakukan oleh pemerintah kami melihat
masih belum baik karena sosialisasi yang dilakukan masih
belum maksimal. Selanjutnya dalam melakukan pembinaan
terhadap santri dayah yang dilkukan pemerintah saat ini yang
baru dilakukan perlombaan baca kitab kuning yang
diselenggarakan setiap tahunnya oleh pemerintah, padahal
banyak sekali program yang harus dikembangkan seperti
pelatihan komputer dan sistem manajemen dayah, yang
tujuannya untuk mengembangkan para santri yang cakap di
bidang administrasi agar ke depan dayah tidak ketinggalan di
bidang teknologi komputer. Dalam hal mengeluarkan ijazah,
pemerintah selain meminta dayah harus terakreditasi akan
tetapi juga harus adanya perpanjangan ijin setiap tahunnya.
Akan tetapi pemerintah dalam hal melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap dayah-dayah masih kurang. Bagi santri yang
telah menempuh pendidikan atau telah menamatkan kitab-
kitab sesuai yang telah ditentukan, pihak dayah akan
mengeluarkan ijazah yang setingkat dengan sekolah umum
sehingga adanya pengakuan legalitas dari pemerintah untuk
dapat mengkuti CPNS setingkat nasional bukan hanya daerah
saja (Wawancara, 16 Februari 2016)”.
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Pendapat yang senada juga diberikan oleh Kasi Pendidikan
Agama Islam Kemenag Aceh Utara, Drs. Jamaluddin, M.Pd
mengemukakan bahwa:

“Untuk mengimplementasikan Qanun nomor 3 Tahun 2012,
pemerintah Aceh Utara mengeluarkan Keputusan Bupati Aceh
Utara Nomor 451.2/436/2015 Tentang Pembentukan Tim
Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Dayah dan Balai Pengajian
yang bertujuan untuk melihat sejauh mana dayah menjalankan
penyelenggaraan pendidikan dayah. Dari tim ini mengeluarkan
rekomendasi yang diberika kepada Bupati Aceh Utara untuk
melanjutkan ijin atau memberhentikan ijin penyelenggaraan
pendidikan dayah bagi dayah-dayah di Aceh Utara. Sebelum
dilakukan penilaian pemerintah telah melakukan sosialisasi
kepada dayah agar dapat menyiapkan diri dengan baik
(Wawancara, 11 Februari 2016)”.

Selama ini prosedur ijazah yang dikeluarkan oleh pondok
pesantren tersebut sesuai dengan tingkatan dan lamanya telah
menumpuh pendidikan yang dilalui oleh seorang santriwan atau
santriwati, untuk setingkat SMP (Tsanawiyah) apabila telah
menamatkan Kitab Bajuri dan Yannah sedangkan untuk tingkat SMA
(Aliyah) telah menduduki Kelas VII dan telah menamatkan Kitab
Mahli. Dalam hal ini bagi santri yang akan dikeluarkan ijazah wajib
mengikuti ujian nasional seperti siswa yang belajar di sekolah pada
umumnya, tetapi ijazah yang diberikan tetap atas nama dari dayah
tersebut. Selain itu dayah mesti meningkatkan manajemennya
karena dayah setiap tahunnya di evaluasi oleh pemerintah yaitu Tim
Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Dayah dan Balai Pengajian.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Tgk. H.
M. Abduh Hasan selaku Pimpinan Pondok Pesantren Salafiah Darul
Muttaqin” Gampong Laga Baro Kecamatan Samudera Kabupaten
Aceh Utara beliau mengemukakan bahwa:

"Peran pemerintah selama ini terhadap lembaga pendidikan
dayah sangat diharapkan, terutama dari segi pembangunan.
Selain dari itu perhatian dari keberadaan para lulusan dayah
untuk dapat disetarakan dengan sekolah pada umumnya, dari
sisi ilmu agama seorang anak yang belajar di dayah lebih
menguasai akan ilmu agama sedangkan bidang sosial lainnya
dapat diperoleh dalam masyarakat nanti. Walaupun demikian
ada serangakaian aturan yang mesti diikuti oleh dayah sesuai
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dengan kebijakan pemerintah (Wawancara, 25 Februari
2016)".

Dalam hal ini sesuai dalam Undang-undang Sistem Pendidikan
Nasional telah menempatkan madrasah sebagai bagian pendidikan
sekolah umum yang tidak lagi terikat dengan sistem penyetaraan.
Sebab kedudukan madrasah sama dengan sekolah umum lain,
sementara pendidikan pesantren digolongkan ke dalam pendidikan
keagamaan nonformal yang diakui sebagai bagian sistem pendidikan
nasional. Dayah jika disandingkan dengan lembaga pendidikan yang
pernah muncul di Indonesia merupakan sistem pendidikan tertua
saat ini, pendidikan ini semula merupakan pendidikan agama islam
yang dimulai sejak munculnya masyarakat islam di nusantara.

Menurut pendapat Tgk. Ibnu Ali Rasyid, Pimpinan pada
Pesantren Salafiah “Nurul Islam” Kecamatan Baktia beliau
mengemukakan bahwa:

“Apabila kita melihat sejarah pada masa lalu, maka dayah
merupakan “bapak” dari pendidikan Islam di Aceh, didirikan
kerena adanya tuntutan dan kebutuhan zaman. Hal ini bisa
dilihat dari perjalanan sejarah, dimana bila diruntut kembali
sesungguhnya dayah dilahirkan atas kesadaran kewajiban
dakwah islamiyah yakni menyebarkan dan mengembangkan
ajaran islam sekaligus mencetak kader-keder ulama’ atau da’i.
Disini perlu adanya peran pemerintah yang lebih serius
terhadap lembaga pendidikan dayah, baik sosialisasi atau
birokrasi yang baik dalam melayani dayah-dayah.
(Wawancara, 2 Maret 2016)”.

Dalam pandangan Bapak Nazar S. Ag, sebagai staff seksi PD
Pontren mengemukakan bahwa:

“Sesuai dengan sosialisasi yang kami lakukan tentang
persyaratan yang mesti dibawa oleh dayah agar ijazah yang
dikeluarkan bisa di legalisir oleh Kemenag Aceh Utara, hal ini
sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kanwil
Provinsi Aceh Nomor: Kw.01.5/PP.00.7/624/2013 Tentang
Legalisasi ljazah Pondok Pasantren diantaranya menyetarakan
jjazah asli, surat pernyataan yang bersangkutan, surat
pernyataan pimpinan pondok pasantren dll, dimana syarat ini
ditandatangani di atas materai agar keabsahannya diakui,
apabila disuatu hari ada permasalahan terhadap legalitas
jjazah yang dikeluarkan oleh dayah bermasalah, maka
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Kemenag Aceh Utara tidak bertanggungjawab terhadap
pemalsuan itu”. (Wawancara, 11 Februari 2016)”.

Dengan demikian bahwa pendidikan umum berorientasi pada
pembinaan duniawi atau material, maka dengan adanya
pengkolaborasian pendidikan pondok yang berorientasi pada
pembinaan moral dan ukhrawiyah yang berfungsi sebagai benteng
pertahanan akhlak para ilmuan dan intelek. Sehingga ada
keseimbangan (balance) antara intelektual dan moralitas para
peserta didik.

Para santri yang lulus dari jenjang pendidikan yang ada di
pondok pesantren sehingga dapat melanjutkan studinya di jenjang
berikutnya luar dayah, seperti lembaga pendidikan umum baik
setingkat SMA atau perguruan tinggi karena menggunakan ijazah
formal yang sudah diakui legalitasnya oleh Negara, agar pengakuan
legalisasi itu bisa diakui oleh Kemenag maka setiap dayah harus
mematuhi aturan yang ada salah satunya denga mengikuti aturan
Kanwil Provinsi Aceh Nomor: Kw.01.5/PP.00.7/624/2013 Tentang
Legalisasi ljazah Pondok Pasantren dimana aturan ini mesti terus-
menerus disosialisasikan agar dayah memiliki pemahaman dalam
mengurus ijzah dayah.

4.1.4 Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dayah Dalam
Melegalisasikan Ijazah Dayah Pada Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Aceh Utara

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun
2010 Tentang Pendidikan Dayah di Aceh dalam pasal 21 ayat 3
dijelaskan lembaga pendidikan dayah berhak mendapat pembinaan
dari Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh setelah mendaftar
dan mendapat izin operasional dari Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota”. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara
telah mengeluarkan izin operasional bagi Pondok Pesantren di
Kabupaten Aceh Utara sebanyak 196 unit. Dalam hal ini berdasarkan
pendapat Bapak Drs. H. Zulkifli Idris, M.Pd (Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara) berpendapat bahwa:

"Setiap lembaga pendidikan dayah harus adanya izin
operasional dari Pemerintah serta terakreditasi dari Badan
Akreditasi Dayah sesuai dengan tingkat pendidikan yang
dijalankan. Kami melihat ini menjadi permasalah dilapangan
karena kurangnya sumberdaya manusia yang ada pada dayabh,
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karena pada saat kita data meraka (dayah) tidak sanggup
memenuhi persyaratan tersebut sehingga dari 196 dayah di
Aceh Utara maka yang berhak mengeluarkan ijazah dan yang
bisa dileges ijazahnya oleh Kemenag Aceh Utara hanya 28
dayah, ini sesuai dengan surat Kemenag Aceh Utara nomor
Kd.01.06/5/PP.00/292/2006 tentang daftar dayah yang
berhak mengeluarkan ijazah. (Wawancara, 9 Februari 2016)”.

Legalitas ~ Kementerian =~ Agama  tersebut  disamping
mengeluarkan izin adalah mengeluarkan ijazah baik pada pondok
pesantren maupun diniyah, peran kementerian agama adalah
melakukan pembinaan secara berkala oleh karena banyaknya jumlah
pondok pesantren, di Aceh khususnya ada badan dayah yang bisa
mendata jumlah pondok pesantren dan dayah. Oleh karena itu Perlu
adanya koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten
karena ada satu lembaga atau satuan yang mengurus pondok
pesantren. Dapat dilihat kemampuan manajemen atau sumberdaya
manusia pada dayah saat ini masih sangat minim, dari 196 dayah di
Aceh Utara hanya 28 dayah yang berhak mengeluarkan ijazah dan
yang dilegalisir oleh Kemenag Aceh Utara dan ini mesti terus
menerus dibina oleh pemerintah agar lebih banyak dayah yang bisa
mengeluarkan ijazah.

Sedangkan menurut Bapak Sabaruddin, S.Ag (Kepala Seksi
Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Aceh Utara) juga berpendapat bahwa:

"Adanya hambatan atau permasalahan selama ini dalam
mengeluarkan ijazah, oleh lembaga pendidikan dayah tersebut
apabila tidak melakukan pengurusan izin operasional atau
tidak memperpanjang kembali izin yang telah habis masa
berlaku serta tidak terakreditasi, maka ijazah tersebut tidak
diakui keabsahannya oleh pemerintah, selain itu persyaratan
yang diminta harus sesuai dengan Edaran Kanwil Aceh Nomor
Kw.01.5/PP.00.7/624/2013 Tentang Legalisasi [jazah Pondok
Pasantren, persyaratan ini juga susah untuk dipenuhi oleh
dayah dikarenakan sumberdaya manusia pada dayah masih
sangat minim. (Wawancara, 11 Februari 2016)".

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam
tingkat pendidikan dayah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
Fungsi penyelenggaraan pendidikan dayah di Aceh Utara sebagai upaya
untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian Thalabah/santri dalam
rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Aceh Utara yang Islami,
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bermartabat dan berakhlakul karimah yang sesuai dengan ketentuan dalam
Aliyah dan al-Hadits, akreditasi dayah memang hanya didapat oleh dayah
yang telah memiliki manajemen atau sumberdaya manusia yang berkualitas
dan ini menjadi tanggung jawab bersama baik itu dayah dan juga
pemerintah.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Tgk. M.Yusuf
Ilyas selaku Pimpinan Pondok Pesantren Salafiah “Darul Muridin”
Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara beliau mengemukakan
bahwa:

"Kami akui bahwa kami susah untuk mendata murid-murid
yang pernah mondok di dayah dari tahun 1980 s.d 2000
karena Aceh pada masa itu masih di landa konflik, sehingga
dayah tidak memiliki data atau arsip mereka, selain itu
sumberdaya manusia juga masih terbatas, sehingga pada saat
kami mau melegalisir ijazah alumni Kemenag Aceh Utara
menolaknya, akan tetapi kami terus berupaya untuk
memperbaikinya. Selain masalah tersebut juga terdapat
kendala yang lainnya yaitu selama ini bagi santri yang memiliki
ijazah dari dayah dan sudah di legalisir oleh Kemenag Aceh
Utara apabila mengikuti ujian CPNS secara nasional tidak
dibolehkan padahal ijazah tersebut telah dileges. Kemenag
mengatakan ijazah dayah mesti dilakukan persamaan kembali,
sehingga dayah mengalami kesulitan. (Wawancara, 15
Februari 2016)”.

Dalam hal ini penulis juga melakukan wawancara dengan Tgk.
Azhar HS, Pimpinan pada Pesantren Salafiah “Nurul Jadid”
Kecamatan Lhoksukon beliau mengemukakan bahwa:

"Sebuah lembaga pendidikan dayah harus adanya pengesahan
(akreditasi) dari badan akreditasi dayah sehingga bagi para
santri yang telah menempuh pendidikan dan mendapatkan
ijazah dapat diakui akan legalitasnya, baik untuk melanjutkan
pendidikannya maupun melamar pekerjaan. Bagi kami yang
dayahnya masih kecil sulit untuk memperoleh akreditasi yang
tertinggi karena syarat yang mesti dipenuhi sangat banyak dan
ketat, selain itu birokrasi pengurusannya sangat rumit karena
disatu sisi untuk pengurusan ijin kami harus ke Dinas Syariat
Islam dan untuk meleges ijazah kami harus ke Kemenag Aceh
Utara seperti ada dualisme birokrasi disana. (Wawancara, 16
Februari 2016)”.
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Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki sebuah
identitas yang kuat pada masyarakat muslim Indonesia pada
umumnya dan masyarakat Kabupaten Aceh Utara khususnya, dalam
perjalanannya mampu menjaga dan mempertahankan
keberlangsungan dirinya serta memiliki model pendidikan multi
aspek. Santri tidak hanya dididik menjadi seseorang yang mengerti
ilmu agama, tetapi juga mendapat tempaan kepemimpinan yang
alami, kemandirian, kesederhanaan, ketekunan, kebersamaan,
kesetaraan dan sikap positif lainnya. Adanya konflik di aceh dari
1980 sampai dengan tahun 2003 menjadikan dayah bermasalah,
karena para santri yang mondok lalu mereka menghilang, setelah
sekian lama menghilang mereka kembali lagi. Disisi yang lain dayah
juga memiliki kendalan dikarenakan sumberdaya manusia yang
masih sangat terbatas didalam mendata santri-santri yang mondok.

Dayah adalah lembaga pendidikan keagamaan islam berbasis
masyarakat baik sebagai satuan pendidikan atau sebagai wadah
penyelenggara pendidikan. Pendidikan dayah bertujuan menekankan
pentingnya tegaknya islam ditengah -tengah kehidupan sebagai
sumber utama moral atau akhlaq mulia. Jika kita berfikir secara
objektif dan otomatis maka islam dapat menggantikan tata nilai
kehidupan bersama yang lebih baik dan maju. Dalam proses
pengembangan dayah ternyata adanya dualisme birokrasi yang
dijalankan oleh pemerintah, disatu sisi dayah mesti memenuhi
persyaratan yang diberikan Dinas Syariat Islam tentang
perpanjangan ijin, disisi yang lain dayah juga mesti menyiapkan
syarat-syarat untuk meleges ijazah yang diterapkan oleh Kemenag
Aceh Utara, seharusnya adanya pelayanan dayah ini pada satu atap.

Dalam hal lain dayah juga memiliki hambatan baik secara fisik,
politik maupun ekonomi yang sering kita jumpai dilapangan, seperti
yang dikatakan oleh Kasi Pendidikan Agama Islam Kementerian
Agama Aceh Utara, Drs. Jamaluddin, M.Pd beliau mengemukakan
bahwa:

“Dikarenakan pendataan murid dan sistem pendidikan yang
dilakukan oleh dayah masih lemah maka hal ini di mamfaatkan
oleh oknum - oknum tertentu untuk mencari keuntungan,
banyak ijazah dari dayah yang bisa dipalsukan dan
dipergunakan untuk kepentingan politik seperti untuk
pemilihan kepala gampong (desa) bahkan pemilihan kepala
daerah, baru-baru ini kami temukan ijazah yang akan
dilegalisir pada Kemenag Aceh Utara Aspal (asli tapi palsu).
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Awalnya tidak ada kecurigaan dari kami karena berkasnya
pengajuan legalisir lengkap akan tetapi ada calon kepala desa
yang tidak terpilih menggugatnya, sehingga ini yang menjadi
kendala yang mesti diperbaiki oleh dayah (Wawancara, 11
Februari 2016)”.

Menurut Tgk. H. M. Abduh Hasan selaku Pimpinan Pondok
Pesantren Salafiah Darul Muttagin Kecamatan Samudera Kabupaten
Aceh Utara beliau mengemukakan bahwa:

"Adanya hambatan yang dijumpai terhadap legalitas ijazah
terutama secara birokrasi, bahwa pemerintah untuk dapat
mengakui ijazah dayah maka harus meleges ke Kemenag akan
tetapi untuk memperoleh ijin, dayah disuruh urus pada Dinas
Syariat Islam. Selanjutnya sosialisasi yang dilakukan
pemerintah tidak menyeluruh dan detail sehingga kami kurang
memahani isi qanun yang telah dibuat. Kalau bisa ijazah dayah
tidak perlu lagi adanya persamaan yang dilakukan pada
sekolah-sekolah (Wawancara, 25 Februari 2016)”.

Menurut pendapat Tgk. Ibnu Ali Rasyid, Pimpinan pada
Pesantren Salafiah “Nurul Islam” Kecamatan Baktia beliau
mengemukakan bahwa:

"Pada saat ini kami mengikuti panduan tata pengelolaan
lembaga pendidikan keagamaan dan dayah yang mengacu
pada Undang-undang No.20/2003 tentang pendidikan
nasional, Peraturan pemerintah No0.55/2007 tentang
pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dan Qanun
No.4/2008 tentang penyelenggaraan pendidikan di Aceh, bila
sudah mengacu paa UU itu, maka pemerintah harus ada sikap
yang adil jangan membeda-bedakan dayah sehingga lulusan
atau ijazah yang dikeluarkan dayah tersebut sudah diakui,
kalau kami melihat adanya kepentingan politik yang
dimainkan oleh pemerintah untuk kepentingan mereka
(Wawancara, 2 Maret 2016)".

Selama ini fasilitas yang ada di dayah sangat-sangat terbatas,
malah ada diantara dayah, ruang belajar pun tidak memenubhi syarat,
baik dari sisi kesehatan maupun sisi kenyamanan. Ada diantara
dayah yang masih menggunakan tempat tidur bersama, dan kamar
itu pula digunakan sebagai tempat shalat jamaah. Di masa akan
datang pemerintah harus memfasilitasi pembangunan dayah
sehingga menjadi lembaga pendidikan yang memenuhi standar
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bersih lingkungan dan sehat, mulai dari tata ruang sampai
lingkungan.

Birokrasi memiliki peran yang strategis untuk menjalankan
roda pemerintahan dan pembangunan. Ironisnya birokrasi
pemerintah dalam pelayanan dayah belum menunjukkan kinerja
yang diharapkan, dayah menilai bahwa kinerja birokrasi masih buruk
dengan adanya dualisme birokrasi yang dijalankan dan tidak
profesional serta tindakan penyalahgunaan kewenangan, padahal di
era otonomi daerah ini seharusnya birokrasi adalah sebagai
pelayanan masyarakat bukan untuk kepentingan politik.

Birokrasi dipandang sebagai urusan pemerintah yang berbelit-
belit, butuh waktu lama dan “banyak meja” yang harus dilalui.
Pendek kata, seringkali birokrasi diindentikkan dengan hal-hal yang
tidak menyenangkan. Boleh jadi pemerintah telah melakukan
berbagai langkah dalam upaya memperbaiki bidang administrasi ini.
Namun kenyataannya belum mampu mendongkrak persepsi
masyarakat terhadap birokrasi pemerintah. Ada macam-macam
kejadian dan guyonan yang mengindikasikan masih negatifnya
pandangan orang tentang birokrasi pemerintah.

4.2. Pembahasan

4.2.1.Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 3 Tahun 2012
Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah Serta
Pelaksanaan Legalisasi Ijazah Dayah Pada Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara

Kebijakan pemerintah dalam melegalisasikan ijazah dari dayah
merupakan suatu usaha ke arah memajukan dayah kini terus
diupayakan. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional adalah bukti bagi secercah perjuangan
dayah untuk berdiri sejajar dengan sistem pendidikan modern.
Meskipun  dibeberapa  kawasan  ditemui dayah  untuk
mempertahankan tradisi dan jati dirinya tanpa mengikuti ketentuan-
ketentuan formal pemerintah.

l[jazah yang dikeluarkan oleh dayah Salafiyah saat ini telah
diakui legalitasnya, sekarang telah ada Direktorat Jendral Pesantren
Sub pendidikan Kementerian Agama yang bertugas menyetarakan
ijjazah para lulusan Pondok Pesantren Salafiah.
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Adapun tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah di Aceh
Utara adalah Untuk:

a. Meningkatkan tata kelola Lembaga Pendidikan Dayah di Aceh
Utara yang lebih baik, lengkap dan seragam;

b. Meningkatkan mutu Lembaga Pendidikan Dayah di Aceh Utara,
sehingga mendapat pengakuan legalitas oleh Pemerintah,
Pemerintah Aceh dan lembaga swasta lainnya; dan

c. Meningkatkan kemampuan, efisiensi dan kehandalan bagi
lulusan Lembaga Pendidikan Dayah, sehingga menjadi insan
yang beriman dan bertagwa kepada Allah SWT, berakhlak
mulia, berilmu pengetahuan, demokratis, cerdas, inovatif,
bertanggung jawab, mandiri dan memiliki keterampilan yang
bermanfaat untuk dirinya, masyarakat, negara, bangsa dan
agama

Pesantren jika disandingkan dengan lembaga pendidikan yang
pernah muncul di Indonesia, merupakan sistem pendidikan tertua
dan dianggap sebagai produk budaya Indonesia. Pasantren
merupakan lembaga pendidikan Islam yang dimulai sejak munculnya
masyarakat Islam di Nusantara. Beberapa abad kemudian
penyelenggaraan pendidikan ini semakin teratur dengan munculnya
tempat pengajian. Bentuk ini kemudian berkembang dengan
pendirian tempat-tempat menginap para santri yang kemudian
disebut pesantren.

Meskipun bentuknya masih sangat sederhana, pada waktu itu
pesantren merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang
terstruktur sehingga pendidikan ini dianggap sangat bergengsi.
Pesantren dalam lintasan sejarah bangsa dinyatakan sebagai
lembaga pendidikan asli Indonesia namun, jauh dari hal itu dengan
mengingat peranan ijazah, hampir segala lini lowongan
pekerjaan/lembaga pendidikan umum atau formal membutuhkan
peranan ijazah yang dijadikan tolak ukur dengan bentuk angka (nilai-
nilai) terhadap kemampuan seseorang.

Pemerintah Aceh Utara dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2012
Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah telah melaksanakan
pendidikan dayah karena ini menjadi suatu hak dan kewajiban santri
untuk memperoleh legalisasi ijazah yang iadapatkan. Dalam qanun
tersebut telah diatur tentang hak dan kewajiban santri, kewenangan
pemerintah, dan masyarakat, dalam penyelenggaraan pendidikan
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dayah. Selain itu juga diatur tentang pendanaan dayah, kurikulum,
sarana dan prasarana dayah.

Berbagai kebijakan dan program yang dilakukan oleh
pemerintah pada saat ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-
tiba melainkan melalui suatu proses yang alami yang terkait dengan
kebijakan pemerintah dalam mengakui akan legalisasi ijazah dari
pesantren/dayah. Sebelum menjalakan kebijakan pemerintah
memiliki peran untuk melakukan sosialisasi, sehingga dengan
sosialisasi ini akan dipahami oleh masyarakat luas terhadap isi
ganun yang dibuat.

Untuk menyahuti keinginan daerah Aceh menjadikan dayah
sebagai tempat pendidikan yang berorientasi pendidikan agama, oleh
Kementerian Agama melalui Departemen Agama Republik Indonesia
memberikan legal standing bagi Kementerian Agama Aceh Utara
untuk melakukan penyetaraan ijazah, aturan ini disosialisasikan
kepada masyarakat luas agar dipahami isinya, dari aturan ini maka
untuk Wajardikdas Ula bisa disetarakan dengan Madrasah Ibtidayah
(MI), dan Wustha serata dengan Madrasah Tsanawiyah (MTs) serta
Mua’dalah sertara dengan Madrasah Aliyah (MA), dikeluarkannya
aturan oleh Departemen Agama Republik Indonesia Nomor
DJ.I/PP.00.7/940/2008 perihal tentang Penyetaraan Lulusan Pondok
Pasantren dan Pendidikan Diniyah sehingga menjadikan dayah
sebagai tempat nemimba ilmu agama yang ijazahnya telah diakui
oleh pemerintah.

Untuk itu, Direktorat Jenderal Kelembagaan Islam
mengeluarkan Surat Edaran tentang legalisasi ijazah pesantren. Salah
satu butir isi Surat Edaran ini adalah tentang mata pelajaran yang
harus dipenuhi pesantren agar ijazah lembaga pendidikan ini diakui
keabsahannya. Surat Edaran ini menjadi petunjuk teknis (juknis)
bagi pesantren tentang tata cara pemberian sertifikat/ijazah bagi
para santri yang menamatkan pendidikannya di pesantren. Mata
Pelajaran yang harus dipenuhi pesantren untuk legalisasi ijazah,
yaitu tingkat Ibtidaiyah meliputi: Al-Qur’an, Tauhid, Figih, Akhlak,
Nahwu, Sharaf, serta Pelajaran pendukung lain. Tingkat Tsanawiyah
meliputi: Al-Qur’an, Tauhid, Fiqih, Akhlak, Nahwu, Sharaf, Tarikh,
Tajwid, serta Pelajaran pendukung lain. Tingkat Aliyah meliputi
Tafsir, Ilmu Tafsir, Hadis, Ilmu Hadis, Fiqih, Ushul Figih, Tauhid,
Nahwu, Sharaf, Tarikh, Balaghah, serta Pelajaran pendukung lain.

Dayah telah memberikan tanggapan positif terhadap
pembangunan daerah dalam bidang pendidikan, dengan
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didirikannya sekolah-sekolah umum maupun madrasah-madrasah di
lingkungan pesantren membuat pesantren kaya diverifikasi lembaga
pendidikan dan peningkatan institusional pondok pesantren dalam
kerangka pendidikan nasional. Pemerintah memberikan wewenang
penuh kepada Departemen Agama (Kementerian Agama) Republik
Indonesia untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan di Madrasah
dan Pondok Pesantren, baik dalam hal pembiayaan, pengadaan dan
pengembangan sumberdaya manusia.

Pengembangan dayah harus terus ditingkatkan dikarena
tuntutan perkembangan terus berubah, menindaklanjuti dari isi
Qanun Nomor 3 tahun 2012 Pemerintah Aceh Utara mengeluarkan
surat kepurusan Nomor 451.2/246/2015 Tentang Penetapan
Pimpinan Dayah Tipe A, B dan C, agar pelasanaan yang diingikan oleh
pasal 67 Qanun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan dayah yaitu setiap dayah harus terakreditasi yang dinilai
oleh Badan Akreditasi Dayah (BAD) bisa terlaksana dengan baik,
penguatan dayah menjadi terus bersaing dalam memberikan
pelayanan pendidikan agama.

Dalam melakukan penilaian terhadap dayah, Badan Akreditasi
Dayah (BAD) telah didukung oleh sumberdaya manusia yang
memiliki kompetensi di bidang dayah. Adapun tim yang menjadi
Badan Akreditasi Dayah (BAD) seperti Majelis Permusyawaratan
Ulama (MPU), Lembaga Pendidikan Dayah, Kantor Pembinaan
Pendidikan Dayah, Kemenag Aceh Utara, Dinas Syariat Islam, Majelis
Pendidikan Daerah (MPD).

Kemajuan daerah dibidang agama bukan hanya saja menjadi
tanggung jawab dayah akan tetap pemerintah daerah juga harus
turut andil dalam hal tersebut. Setelah Qanun Nomor 3 Tahun 2012
dikeluarkan maka menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dapat
merelaisasikan qanun tersebut, pemerintah juga selain
memperhatikan legalisasi ijazah seharusnya juga pemerintah harus
memberikan perhatian bagi pembangunan sarana dan prasarana
dayah, kesejahteraan guru dayah, pelatihan Kketerampilan
santri,beasiswa untuk santri, bila dilihat sumberdaya itu akan
terbentuk dengan baik kualitasnya apabilan dayah dilengkapi sarana
dan prasarana yang memadai, dan pemerintah disini punya amdil
untuk memajukannya.

Dayah telah menjadi lembaga pendidikan yang diakui di daerah
Aceh, seyogiaya juga memperoleh kucuran dana seperti sekolah-
sekolah lainnya, lembaga pendidikan dayah berhak mendapatkan
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pendanaan dari APBN, APBA, APBK dan atau sumber lainnya yang
sah dan tidak mengikat. Pemerintah Kabupaten dengan regulasi yang
telah dikeluarkan mengenai Qanun Nomor 3 tahun 2012 juga dapat
mengalokasikan anggaran pendidikan dayah sesuai kemampuan
keuangan daerah, untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan dayah di wilayahnya, disini punya andil pemerintah yang
sangat kuat untuk memajukannya hal ini sesuai dengan janji yang
dikatakan pada saat sosialisasi.

Alokasi APBK untuk pendidikan dayah saat ini hanya
diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan pada lembaga
pendidikan dayah, dengan dana ini dayah dapat membuat suatu
program yang dapat meningkatkan mutu dayah itu sendiri seperti
kegiatan belajar mengajar yang ditingkatkan, honor guru dan tenaga
administratif lainnya yang mesti diberi setiap bulannya, peningkatan
dan pengembangan sumberdaya manusia melalui pelatihan-
pelatihan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana agar
dayah menjadi tempat yang aman serta nyaman untuk pendidikan,
pembinaan Thalabah/santri berupa ekstra kurikuler, beasiswa bagi
santri apabila dia lulus dari dayah, biaya pelaksanaan ujian sebagai
evaluasi dari penyerapan ilmu yang didapatkan, pengembangan
Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan biaya penunjang kegiatan
kurikuler dan ekstra kurikuler. Untuk menjalankan kebijakan ini
pemerintah perlu memiliki sikap (disposisi) yang tegas terhadap
regulasi yang telah dibuat, sehingga pendidikan dayah tidak terkesan
asal-asalan.

Pengalokasian dana pendidikan untuk dayah dilakukan secara
proporsional yang ditetapkan dengan Qanun APBK setiap tahun
anggaran. Honor guru dan tenaga administrasi merupakan honor
tetap setiap bulan yang besarannya disesuaikan kemampuan daerah
dan ditetapkan dengan keputusan Bupati. Kebutuhan lembaga
Pendidikan Dayah disesuaikan dengan tingkat Pendidikan Dayah.
Dalam Implementasi yang dilakukan oleh pemerintah masih belum
baik karena sosialisasi yang dilakukan masih belum maksimal dan ini
akan menghambat kebijakan yang telah dibuat.

Penguatan lembaga dayah oleh Pemerintah Aceh Aceh Utara
telah mengeluarkan Untuk mengimplementasikan Qanun nomor 3
Tahun 2012, bila dilihat peran pemerintah Aceh Utara dalam
mengimplimentasikan kebijakan tersebut tidak hanya dijelaskan
secara umum akan tetapi dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati
Aceh Utara Nomor 451.2/436/2015 Tentang Pembentukan Tim
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Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Dayah dan Balai Pengajian
dimana dengan keputusan ini dayah akan menjadi daya saing, secara
mendalam bisa kita rasakan bahwa keputusan tersebut juga
bertujuan untuk melihat sejauh mana dayah menjalankan
penyelenggaraan pendidikan dayah.

Dari tim ini mengeluarkan rekomendasi, dimana dengan
rekomendasi ini akan menjadi suatu acuan bagi pemerintah untuk
mengambil keputusan terhadap dayah-dayah dalam
menyelenggarakan pendidikan, dengan demikian untuk melanjutkan
ijin atau memberhentikan ijin penyelenggaraan pendidikan dayah
bagi dayah-dayah di Aceh Utara. Selain itu setelah diberikan
rekomendasi nantinya dayah mesti meningkatkan manajemennya
karena dayah setiap tahunnya di evaluasi oleh pemerintah yaitu Tim
Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Dayah dan Balai Pengajian.

Dengan demikian bahwa pendidikan umum berorientasi pada
pembinaan duniawi atau material, maka dengan adanya
pengkolaborasian pendidikan pondok yang berorientasi pada
pembinaan moral dan ukhrawiyah yang berfungsi sebagai benteng
pertahanan akhlak para ilmuan dan intelek. Sehingga ada
keseimbangan (balance) antara intelektual dan moralitas para
peserta didik.

Para santri yang lulus dari jenjang pendidikan yang ada di
pondok pesantren sehingga dapat melanjutkan studinya di jenjang
berikutnya luar pondok, seperti lembaga pendidikan umum baik
setingkat SMA atau Perguruan Tinggi karena menggunakan ijazah
formal yang sudah diakui legalitasnya oleh Negara. Itu bagi pondok
yang menggabungkan dualisme pendidikan, akan tetapi tidak semua
podok yang demikian, karena masih ada pondok yang tetap berdiri
pada braground salafi tanpa adanya penggabungan sistem
pendidikan antara umum dan khusus.

Agar pengakuan legalisasi itu bisa diakui oleh kemenag maka
setiap dayah harus mematuhi aturan yang ada salah satunya dengan
mengikuti aturan Kanwil Provinsi Aceh Nomor:
Kw.01.5/PP.00.7/624/2013 Tentang Legalisasi Ijazah Pondok
Pasantren, maka dengan implemenatasi Qanun Nomor 3 Tahun 2013
dan legalisasi ijazah bagi dayah terlaksana dengan sebaik-baiknya,
kabijakan ini harus terus menerus di sosialisasikan namun bila
sosialisasi ini kurang dilakukan maka akan berdampak juga pada
kebijakan tersebut. Setelah sosialisasi dilakukan maka pelaksanaan
nya dibutuhkan birokrasi yang baik dan sehat.
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4.2.2. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dayah Dalam
Melegalisasikan Ijazah Dayah Pada Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Aceh Utara

Dalam catatan sejarah pendidikan, sistem penyelenggaraan
pendidikan lembaga Dayah/pesantren di Indonesia selama ini masih
kurang mendapatkan perhatian atau dengan kata lain pengakuan
yang konkrit dari pemerintah. Hal ini terjadi, karena selama ini pula
eksistensi pendidikan lembaga dayah secara yuridis-formil memang
tidak diberi ruang apresiasi yang memadai dalam undang-undang
sistem pendidikan nasional di tanah air. Fakta ini telah terbukti
dalam sejarah panjang pemberlakuan Undang-Undang Sistem
Pendidikan Nasional (UUSPN) di Indonesia, mulai Undang-Undang
Nomor 4 tahun 1950, juncto Undang-Undang Nomor 12 tahun 1954

Kemudian sampai dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor
2 tahun 1989 yang kesemuanya tidak pernah memuat baik pada bab,
pasal, maupun ayat-ayat yang mengatur tentang sistem
penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah dan lembaga dayah.
Padahal secara defacto dan historis Madin selama ini juga ikut
memiliki andil dan kontribusi yang besar dalam mencerdaskan
kehidupan bangsa bidang pendidikan di masyarakat.

Terlepas dari adanya kepentingan politik dari pihak tertentu,
yang jelas dampak dari sikap pemerintah tersebut telah menjadikan
Madin berada pada posisi yang marginal, sehingga eksistensinya
selama ini menjadi tidak tersentuh oleh kebijakan Negara baik
terkait dengan program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM) maupun upaya pemerintah dalam mewujudkan Standar
Nasional Pendidikan (SNP) dengan berbagai alokasi anggaran yang
disediakannya. (Harian Surabaya, 12 Maret 2010).

Terpinggirkannya pendidikan Madrasah Diniyah lembaga
Dayah/ pesantren dari Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia
selama ini bukan hanya disebabkan oleh adanya unsur kesengajaan
dari kemauan kekuatan politik tertentu, akan tetapi juga disebabkan
oleh sikap pesantren itu sendiri (khususnya pesantren salafiah) yang
selama ini memang menjaga jarak agar tidak diintervensi oleh
kekuasaan (Negara).

Setiap lembaga pendidikan dayah harus adanya izin
operasional dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten sehingga
berhak mendapatkan pembinaan dari pemerintah serta dapat
mengeluarkan ijazah apabila juga telah terakreditasi dari Badan
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Akreditasi Dayah sesuai dengan tingkat pendidikan yang dijalankan,
permasalahan ini terjadi karena kurangnya sumberdaya manusia
karena pada saat pendataan majanemen kearsipan dayah tidak ada,
sehingga dayah tidak sanggup memenuhi persyaratan tersebut.

Dari data yang ada dapat dilihan dari 196 dayah di Aceh utara
yang tersebar pada 27 Kecamatan yang ada dalam wilayah Aceh
Utara maka yang berhak mengeluarkan ijazah dan yang bisa
dilegalisir ijazahnya oleh Kemenag Aceh Utara hanya 28 dayah ini
sesuai dengan surat Kemenag  Aceh Utara nomor
Kd.01.06/5/PP.00/292/2006 tentang daftar dayah yang berhak
mengeluarkan ijazah, terbukti bahwa dayah mengalami persoalan
dalam hal tersebut.

Pilihan sikap dayah seperti ini tentu memiliki alasan yang
mendasar masalah paradigma pendidikan yang tidak dapat
dipertemukan antara formulasi sistem dan orientasi kurikulum
pendidikan  yang  ditekankan oleh  pemerintah = dengan
formulasi/orientasi yang diinginkan dayah, sehingga terjadilah
perbedaan pandangan antar kelompok, disamping juga alasan politis.
Dalam perspektif historis, hal ini ditengarahi sebagai dampak yang
berkelanjutan dari warisan sejarah pada jaman penjajahan dimana
pesantren ketika itu menjadi kekuatan oposisi masyarakat dalam
melawan pemerintahan kolonialis, sementara sebagian pesantren
(khususnya salafiah) sampai saat ini (pasca kemerdekaan) masih
berpandangan bahwa sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh
pemerintah sebagian besar adalah warisan kolonialis, meskipun
pandangan seperti ini belum tentu benar.

Setelah sekian lama pendidikan dayah berjalan hambatan atau
permasalahan masih terus terjadi bila dilihat selama ini apabila
ijjazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan dayah tersebut
tidak melakukan pengurusan izin operasional atau tidak
memperpanjang kembali izin yang telah habis masa berlaku serta
tidak terakreditasi, maka ijazah tersebut tidak diakui keabsahannya
oleh pemerintah maka akan terdapatnya kendala dalam melakukan
legalitas, selain itu persyaratan yang diminta sesuai dengan edaran
Kanwil Aceh Nomor Kw.01.5/PP.00.7/624/2013 Tentang Legalisasi
ljazah Pondok Pasantren juga susah untuk dipenuhi oleh dayah
kesemua ini menjadi persoalan pemerintah dan dayah yang mesti
terus menerus untuk dapat membenahinya. Akreditasi dayah
memang hanya didapat oleh dayah yang telah memiliki manajemen
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atau sumberdaya manusia yang berkualitas dan ini menjadi tanggung
jawab bersama baik itu dayah dan juga pemerintah.

Terlepas dari hal yang dijelaskan tadi, daerah Aceh yang telah
menjadi konfilk juga menyumbang persoalan tersendiri terhadap
dayah, banyak santri yang pada masa era delapan puluhan sampai
dengan tahun dua ribu tidak bisa didata dengan sistem kearsipan
pendidikan yang baik sehingga mereka tidak terdata pada sistem
pendidikan dayah, dikeranakan sistem pendidikan yang dilakukan
oleh dayah masih lemah maka hal ini di mamfaatkan oleh oknum-
oknum tertentu untuk mencari keuntungan, banyak ijazah dari dayah
yang bisa dipalsukan dan dipergunakan untuk kepentingan politik
seperti untuk untuk pemilihan kepala gampong (desa) bahkan
pemilihan kepala daerah.

Kebijakan pemerintah telah memberikan apresiasi yang
semakin konkrit terhadap penyelenggaraan pendidikan dayah di
Aceh. Sehingga dengan jaminan undang-undang dan peraturan
pemerintah tersebut di atas, dayah memiliki masa depan yang lebih
jelas dan memiliki payung hukum yang setara dengan sistem
penyelenggaraan pendidikan formal lainnya di Indonesia.
Penyelenggaraan kebijakan didukung oleh birorasi yang kuat namun
apabila dalam proses pengembangan dayah ternyata adanya
dualisme birokrasi yang dijalankan oleh pemerintah, disatu sisi
dayah mesti memenuhi persyaratan yang diberikan Dinas Syariat
Islam tentang perpanjangan ijin, disisi yang lain dayah juga mesti
menyiapkan syarat-syarat untuk meleges ijazah yang diterapkan oleh
Kemenag Aceh Utara, seharusnya adanya pelayanan dayah ini pada
satu atap.

Pemerintah memiliki perhatian melalui Undang-Undang
Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem
pendidikan Nasional, yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan
Keagamaan. Dalam peraturan pemerintah tersebut dijelaskan
eksistensi pesantren dalam pasal 26, sebagai berikut:

1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan
menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT,
akhlak mulia serta tradisi pesantren untuk mengembangkan
kemampuan, pengetahuan dan Kketerampilan peserta didik
untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (mutafaqqih fiddin) atau
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menjadi muslim yang memiliki keterampilan/ keahlian untuk
membangun kehidupan yang Islami dimasyarakat.

2) Pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara
terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang
pendidikan anak wusia dini, pendidikan dasar, menengah,
dan/atau pendidikan tinggi.

3) Peserta didik atau pendidik di pesantren yang diakui
keahliannya di bidang ilmu agama tetapi tidak memiliki ijazah
pendidikan  formal dapat menjadi pendidik mata
pelajaran/kuliah pendidikan agama di semua jalur, jenjang dan
jenis pendidikan yang memerlukan, setelah menempuh uji
kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Dalam ayat 3) ini memberikan pengakuan terhadap alumni
pesantren untuk menjadi pendidik dalam mengajarkan ilmu agama
pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan setelah mendapat
pengakuan melalui uji kompetensi yang sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Pengakuan terhadap ini tentu melalui pengakuan surat
bukti menamatkan pendidikan di pesantren atau ijazah/syahadah.

Namun demikian, jika dilihat secara objektif dalam perspektif
formalistik sistem pengelolaan lembaganya, walaupun sudah
diberlakukan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun
2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang
beberapa pasal-pasalnya telah memberikan apresiasi positif kepada
pondok pesantren/dayah, ternyata belumlah cukup untuk
mendongkrak keterbatasan sumber daya manajemen/tatakelola
pendidikan Madin yang ada di Indonesia.

Dayah yang dikonotasikan sebagai pendidikan tradisional tetap
kokoh di tengah pergulatan sistem dan model pendidikan yang kian
menaik, dayah adalah satu-satunya institusi yang berhasil
melakukan transmisi Islam dan bahkan bagi kemajuan bangsa
Indonesia ini. Sebab kemuliaan dayah terletak pada bukan semata
orientasi materi tetapi keberadaannya lebih diorientasikan kepada
pengkayaan ilmu dan keluhuran budi.

Birokrasi dipandang sebagai urusan pemerintah yang berbelit-
belit, butuh waktu lama dan “banyak meja” yang harus dilalui.
Pendek kata, seringkali birokrasi diindentikkan dengan hal-hal yang
tidak menyenangkan. Boleh jadi pemerintah telah melakukan
berbagai langkah dalam upaya memperbaiki bidang administrasi ini.
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Namun kenyataannya belum mampu mendongkrak persepsi
masyarakat terhadap birokrasi pemerintah. Ada macam-macam
kejadian dan guyonan yang mengindikasikan masih negatifnya
pandangan orang tentang birokrasi pemerintah.

Permasalah juga bermunculan, seharusnya pengakuan ijazah
dayah itu tidak perlu didiskreditkan, bila meruju pada aturan yang
dijelaskan pada paragraf diatas maka legalitas ijazah dayah mesti di
akui secara nasional, namun sungguh mengiris hati rakyat Aceh
dengan ganun telah dibuat yang menajdi acuan hukum namun
realitas dilapang ijazah dari dayah hanya bisa dipakai untuk daerah
Aceh saja, terbukti untuk mengikuti CPNS tidak diakui, kesalahan
pemahaman ini tidak bisa kita salahkan pengelola dayah akan tetapi
pemerintah juga memiliki peran yang sangat kuat karena bila
kebijakan kurang disosialisasikan dan birokrasi yang masih tumpang
tindah maka akan membuat dayah-dayah malas untuk berurusan
dengan pemerintah.
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BAB V.
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah di uraikan pada bab

sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan
sebagai berikut :

1.

Implementasi kebijakan pemerintah Aceh Utara melalui Qanun
nomor 3 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan
dayah sebenarnya telah dilaksanakan, sebelum pelaksaannya
pemerintah telah melakukan sosialisasi akan tetapi masih
belum maksimal. Dalam mengimplementasi qanun tersebut,
pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Aceh
Utara Nomor 451.2/246/2015 Tentang Penetapan Pimpinan
Dayah Tipe A, B dan C dimana ketupusan ini untuk
menindaklanjuti dari pasal 67 dari Qanun nomor 3 tahun 2012,
Selanjutnya Bupati Aceh Utara juga mengeluarkan Keputusan
Nomor 451.2/436/2015 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi,
Monitoring dan Evaluasi Dayah dan Balai Pengajian,
Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Aceh Utara ini dalam
melakukan penilaian akreditasi dan monitoring ini pemerintah
telah didukung oleh sumber manusia yang memiliki
kompetensi dibidang dayah. Dalam hal melegalisasi ijazah,
Kemenag Aceh Utara telah memiliki legal standing selain Qanun
nomor 3 tahun 2012, Kemenag Aceh Utara juga menggunakan
dasar aturan Nomor D].I/PP.00.7/940/2008 perihal tentang
Penyetaraan Lulusan Pondok Pasantren dan Pendidikan
Diniyah. Pada sisi lainnya pemerintah masih lemah dalam
mengimplementasi Qanun nomor 3 tahun 2012 karena tentang
hak dan kewajiban santri, pendanaan dayah, kurikulum, sarana
dan prasarana dayah, masih kurang dan minim.

Hambatan-hambatan  yang  dihadapi dayah dalam
melegalisasikan ijazah antara lain masih lemahnya sumberdaya
manusia dan manajemen dayah sehingga untuk memenuhi
standar yang diinginkan pemerintah sesuai qanun nomor 3
tahun 2012 dan surat edaran Kanwil Provinsi Aceh Nomor:
Kw.01.5/PP.00.7/624/2013 Tentang Legalisasi ljazah Pondok
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Pasantren tidak sanggup dipenuhi. Pengaruh konflik/keamana
dan politik di Aceh menjadikan dayah sulit berkembang, selain
itu birokrasi yang dijalankan oleh pemerintah masih adanya
dualisme penyelenggaraan dayah sehingga menyulitkan dayah
- dayah dalam pengurusan administrasi legalisir ijazah, lalu
sikap (disposisi) pemerintah tidak tegas dalam menjalankan
kebijakan sehingga adanya kekurang perhatian dari
pemerintah dalam bentuk pembinaan.

Saran-saran

Adapun yang menjadi saran-saran adalah sebagai berikut :
Diharapkan kepada pemerintah untuk dapat meningkatkan
sosialisasi kepada dayah agar dayah memahami makna dari isi
ganun tersebut, untuk sumberdaya manusia dalam melakukan
evaluasi dan penilaian telah baik dan harus terus ditingkatkan.
Sebaiknya pimpinan lembaga pendidikan dayah yang ada di
Kabupaten Aceh Utara dapat melakukan peningkatan
sumberdaya manusia dan manajemen dayah agar dayah dapat
memperoleh akreditasi dan ijin, sehingga pemerintah dalam
melegalisasi ijazah dayah terdapat keabsahan dari pemerintah.
Kepada pemerintah diharapkan agar mampu membuat
birokrasi satu atap tentang pengurusan administrasi dayah
agar memudahkan pelaksanaannya, baik segi pengurusan ijin
serta melages ijazah

Diharapkan kepada pemerintah agar ijazah dari dayah untuk
dapat diakui secara nasional dan bisa langsung digunakan
tanpa adanya penyetaraan kembali.
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Penandatanganan Memorandum Of Understandin di
Helsinki, Pemerintah Indonesia telah menyetujui lahirnya
Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, salah satu aspek
pembangunan yang sangat penting dan secara politik telah
diberi kewenangan kepada Pemerintah Aceh yaitu tentang
penyelenggaraan pendidikan, berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan
agama dan Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2008 tentang
penyelenggaraan pendidikan dimana dalam pasal 32
menjelaskan khusus tentang pendidikan dayah sehingga
oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan
Qanun Nomor 3 tahun 2012 tentang penyelenggaraan
pendidikan dayah. Penelitian ini untuk mengetahui
implementasi kebijakan Qanun Nomor 3 Tahun 2012 tentang
penyelenggaraan pendidikan dayah serta pelaksanaan
legalisasi ijazah dayah dan untuk mengetahui apa saja
hambatan-hambatan yang dihadapi dayah dalam
melegalisasikan ijazah dayah pada Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Aceh Utara. Pendekatan penelitian ini
dilakukan secara kualitatif, teknik analisa data bersifat
deskriptif. Hasil penelitian implementasi kebijakan Qanun
nomor 3 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan
dayah serta pelaksanaan legalisasi ijazah dayah yaitu
sebelum pelaksaannya pemerintah telah melakukan
sosialisasi akan tetapi masih belum maksimal, dalam
mengimplementasi gqanun tersebut, pemerintah telah
mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor
451.2/246/2015 tentang penetapan pimpinan dayah tipe A, B
dan C, dan Keputusan Nomor 451.2/436/2015 tentang
pembentukan tim verifikasi, monitoring dan evaluasi dayah
dan balai pengajian. Dalam melegalisasi ijazah, Kemenag
Aceh Utara telah memiliki legal standing sebagai dasar
aturan yaitu Nomor DJ.I/PP.00.7/940/2008 perihal tentang
penyetaraan lulusan pondok pasantren dan pendidikan
diniyah.
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